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ABSTRAK 
 

IMPLEMENTASI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 

PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU 

 

  Oleh: 

 

FATMA HIDAYANI PUTRI 

12070522955 

  

Kota Pekanbaru menghadapi tantangan tingkat pengangguran tinggi akibat 

ketidakseimbangan lowongan kerja, pertumbuhan penduduk, migrasi, dan dampak 

pandemi COVID-19. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Pekanbaru 

meluncurkan Program Perluasan Kesempatan Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi program perluasan kesempatan kerja pada Dinas 

Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif. Dimana akan dijelaskan dan dijabarkan sebuah 

fenomena secara mendalam dan ditarik kesimpulan menggunakan teori Van Meter 

dan Carl Van Horn tentang bagaimana implementasi program perluasan 

kesempatan kerja di Kota Pekanbaru. Berdasarkan analisis yang dilakukan, 

diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program Perluasan Kesempatan Kerja 

di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berhasil mencapai tujuannya dengan 

memberdayakan tenaga kerja mandiri dan mengurangi pengangguran melalui 

pengembangan kewirausahaan. Keberhasilan program ini didukung oleh 

manajemen sumber daya manusia yang efektif, koordinasi dan komunikasi yang 

baik antar pihak terkait, serta dukungan dana dan fasilitas dari APBD Kota 

Pekanbaru. Kompetensi pelaksana, kontrol hierarkis yang efektif, serta kolaborasi 

antar lembaga juga memainkan peran penting. Lingkungan politik, sosial, dan 

ekonomi yang mendukung turut meningkatkan kesejahteraan peserta. Namun, 

beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya jumlah sumber daya 

manusia, dan minimnya minat peserta muda juga perlu diatasi untuk memastikan 

keberlanjutan program. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam 

memahami dinamika implementasi program tersebut dan memberikan panduan 

untuk perbaikan di masa mendatang. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pengangguran  
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ABSTRACT 
 

IMPLEMENTATION OF THE EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

EXPANSION PROGRAM AT THE PEKANBARU CITY MANPOWER 

DEPARTMENT 

 

By: 

 

FATMA HIDAYANI PUTRI 

12070522955 

 

Pekanbaru City is facing the challenge of a high unemployment rate due to an 

imbalance in job vacancies, population growth, migration and the impact of the 

COVID-19 pandemic. To overcome this problem, the Pekanbaru City Government 

launched the Job Opportunities Expansion Program. This research aims to 

analyze the implementation of the job opportunity expansion program at the 

Pekanbaru City Manpower Office. In this research the author used a qualitative 

descriptive analysis method. Where a phenomenon will be explained and 

described in depth and conclusions will be drawn using Van Meter and Carl Van 

Horn's theory regarding how to implement the job opportunity expansion 

program in Pekanbaru City. Based on the analysis carried out, it was concluded 

that the Implementation of the Job Opportunities Expansion Program at the 

Pekanbaru City Manpower Office was successful in achieving its objectives by 

empowering independent workers and reducing unemployment through 

entrepreneurship development. The success of this program is supported by 

effective human resource management, good coordination and communication 

between related parties, as well as funding and facility support from the 

Pekanbaru City APBD. Implementing competence, effective hierarchical control, 

and collaboration between institutions also play an important role. A supportive 

political, social and economic environment helps improve participant welfare. 

However, several obstacles such as budget limitations, lack of human resources, 

and lack of interest from young participants also need to be overcome to ensure 

program sustainability. This research makes an important contribution to 

understanding the dynamics of implementation of the program and provides 

guidance for future improvements. 

 

Keywords:Implementation, Job Opportunity Expansion Program, Unemployment 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan pembangunan negara terlihat beberapa parameter. Salah satu 

parameter terpenting tentang kemajuan pembangunan negara, adalah pertumbuhan 

ekonomi dan skala pengangguran. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan 

pemerintah yang mengalami pertumbuhan nasional secara umum atau 

pertumbuhan output pada periode tertentu tanpa keraguan (Indayani,Hartono, 

2020) Untuk itu setiap negara didunia berupaya agar bisa meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dengan sebaik mungkin, Indonesia yang termasuk salah 

satu negara berkembang berusaha untuk meningkat Pertumbuhan ekonomi yang 

mendorong kemakmuran masyarakat dan kehidupan yang lebih baik.  

Menurut Mustofa (2019) Indonesia merupakan negara berkembang yang 

berkembang pesat populasi yang relatif besar. Indonesia berada di urutan keempat 

negara terpadat di dunia. Dalam jumlah penduduk yang lebih dari 271,34 juta 

jiwa. Pengangguran merupakan permasalahan yang lumrah terjadi di negara yang 

memiliki jumlah skala penduduk yang besar. Dalam total penduduk yang 

terbilang besar, maka dibutuhkan juga lapangan pekerjaan yang memadai demi 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, oleh karenanya dibutuhkan 

peran pemerintah dalam menjamin lapangan pekerjaan untuk memenuhi 

kehidupan dan kebutuhan masyarakat untuk keberlangsungan hidup, sejalan 

dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 
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Dari pasal memiliki makna bawasanya seluruh masyarakat Indonesia 

memiliki hak yang sebanding untuk memiliki pekerjaan dan mecari penghasilan 

untuk keberlangsungan kehidupan, hal ini mencakup kebutuhan dasar manusia 

hingga pekerjaan untuk menunjangnya, oleh karena itu pemerintah memiliki 

tanggung jawab penting saat membuat kebijakan ekonomi yang mampu 

mendukung terciptanya peluang pekerjaan dan kualitas hidup yang memadai bagi 

seluruh masyarakat Indonesia dan memastikah kesejahteraan seluruh masyarakat, 

agar pembangunan ekonomi di Indonesia bisa maju dan mampu bersaing di 

kancah Internasional. 

Isu pengangguran tidak hanya menjadi perhatian pemerintahan pusat tetapi 

juga menjadi isu bagi pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Riau. Gubernur 

Provinsi Riau Bapak Syamsuar mengatakan dalam (Kompas.com, 2020) bahwa 

benar adanya penambahan angka pengangguran kurang lebih sebanyak 7.160 jiwa 

di Provisi Riau dan angka kemiskinan menjadi 23.776 jiwa. Peningkatan 

pengagguran dan kemiskinan merupakan dampak Covid-19 terhadap sektor 

ekonomi di Provinsi Riau seperti restoran, hotel, UMKM maupun Industri besar 

yang ada di Provinsi Riau. Sehingga banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja 

(PHK) di sektor ekonomi yang terdampak Covid-19. 

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota serta kota terbesar yang ada di 

Provinsi Riau. jumlah penduduk tahun 2020 yang tercatat data di BPS Provinsi 

Pekanbaru yaitu sebesar 983.356 jiwa. Tercatat selama dekade terakhir, yang 

mencakup periode tahun 2010 hingga 2020 laju pertumbuhan penduduk yaitu 
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0,89% rata per tahun, dan terjadi pertambahan jumlah penduduk di tahun-tahun 

berikutnya. 

Tabel 1. 1 Tingkat Pengagguran Terbuka Provinsi Riau Tahun 2018-2022 

Kabupaten/Kota 
TPT Provinsi Riau Dalam Persen (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Kuantan Singingi 6.05 4.88 5.21 2.06 2.66 

Indragiri Hulu 4.70 4.96 4.91 3.32 2.53 

Indragiri Hilir 4.08 4.76 4.35 2.66 1.50 

Pelalawan 5.30 4,88 5.99 2.34 2.73 

Siak 4.13 4.33 5.80 4.34 6.11 

Kampar 5.45 5.98 6.15 4.27 3.62 

Rokan Hulu 5.40 4.71 4.42 2.25 3.62 

Bengkalis 10.5 9.62 9.31 6.63 7.18 

Rokan Hilir 6.09 4.96 4.80 3.25 4.55 

Kepulauan Meranti 6.84 6.19 7.94 4.43 5.50 

Pekanbaru 8.42 7.86 8.56 8.29 6.40 

Dumai 6.04 6.47 8.19 6.29 5.38 

RIAU 6.20 5.97 6.32 4.42 4.37 

Sumber: Badan Pusat Satistik Provinsi Riau 2023 

Dengan bertumbuh jumlah penduduk di Kota Pekanbaru maka dapat 

dipastikan jumlah pengangguran juga ikut bertambah, dan selalu saja menjadi 

masalah disetiap tahun nya, Kota Pekanbaru menjadi kota dengan tingkat 

pengangguran terbuka tertinggi setelah Kabupaten Bengkalis hal ini terjadi 

karena, banyaknya penduduk yang bermigrasi ke Kota Pekanbaru sehingga 

penduduk nya semakin padat yang menyebabkan bertambahnya jumlah 

pengangguran. 

Faktor lain yang menyebabkan pengangguran yang kian meningkat yaitu 

ketidak seimbangan lowongan kerja dengan jumlah yang mencari pekerjan yang 

ada di Kota Pekanbaru, Dalam hal ini berarti jumlah tenaga kerja yang disediakan 
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melebihi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu Kementerian 

Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 juga menyebabkan 

peningkatan pengangguran dan konflik kepentingan antara karyawan dan dunia 

kerja. Akibat penyebaran Covid-19 merenggut banyak nyawa, banyak orang 

kehilangan pekerjaan terpaksa menyebabkan PHK besar, banyak usaha bangkrut 

dan menggugat orang untuk tinggal di rumah mencegah infeksi Covid-19. 

Berikut diagrram ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru: 

Gambar 1. 1 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru 

 
Sumber: Data Statistik Sektoral Kota Pekanbaru 2023 

Pada diagram di atas terlihat dengan jelas jika pada tahun 2019-2020 

terjadi kenaikan jumlah pengangguran yang kemungkinan besar disebabkan oleh 

pandemic Covid-19, selain itu dari tahun ketahun jumlah lowongan kerja lebih 

sedikit dari pada jumlah pencari kerja, oleh karenanya tingkat pengangguran 

terbuka semakin tinggi dikarenakan ketimpangan antara total lowongan pekerjaan 

terdaftar dan jumlah individu mencari kerja terdaftar yang ada di kota pekanbaru 

yang mengakibatkan kurang teirseirap nya teinaga keirja yang ada dan meilonjak kan 

angka peingangguran yang ada di Kota Peikanbaru. 

43865 
47521 44503 

36513 
30661 

7149 4637 3928 5533 4672 5443 3126 1696 2695 2666 

2019 2020 2021 2022 2023

Kondisi ketenagakerjaan Kota Pekanbaru 

Pengangguran Terbuka Pencari Kerja Terdaftar Lowongan Kerja Terdaftar
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Peirlu upaya untuk meinciptakan lapangan peikeirjaan baru/ 

meingeimbangkan lapangan peikeirjaan yang ada, untuk itu Peimeirintah Dan 

Peimeirintah Daeirah meineitapkan keibijakan yang dapat meimbeirikan keiseimpatan 

keirja keipada seitiap orang, baik di dalam hubungan keirja maupun di luar 

hubungan keirja. Untuk itu peirlu dukungan seimua pihak dalam upaya 

meinciptakan dan meimpeirluas keiseimpatan keirja agar mampu meingurangi 

peingangguran, yang meirupakan peingimpleimeintasian dari UUD 1945 dari UUD 

1945 pasal 27 ayat (2) maka dibeintuk UU Nomor 13 tahun 2003 teintang keiteinaga 

keirjaan. Seirta seisuai deingan Peiraturan Peimeirintah Nomor 33 Tahun 2013 

teintang Peirluasan keiseimpatan keirja,dimana “peirluasan keiseimpatan keirja adalah 

upaya yang dilakukan untuk meinciptakan lapangan peikeirjaan baru dan/atau 

meingeimbangkan lapangan peikeirjaan yang teirseidia”, seirta seisuai deingan misi 4 

RPJMD Kota Peikanbaru tahun 2017-2022 yakni “Peiningkatan Akseis Masyarakat 

Teirhadap Lapangan Peikeirjaan” deingan arah keibijakan “Meiningkatkan 

Keiteirampilan dan Kompeiteinsi Teinaga Keirja” maka Dinas Teinaga Keirja Kota 

Peikanbaru meineitapkan program yang teirteira di Reisntra 2017-2022 Dinas Teinaga 

Keirja Kota Peikanbaru yaitu: 

1. Program peinunjang urusan peimeirintah daeirah 

2. Program peilatihan keirja dan produktivitas teinaga keirja 

3. Program peineimpatan teinaga keirja  

4. Program hubungan industrial 

Program Peirluasan Keiseimpatan keirja meirupakan bagian inteigral dari 

Program Peineimpatan Teinaga Keirja yaitu pada bagian peilayanan antar keirja di 



6 

Daeirah Kabupatein/Kota yang dilaksanakan oleih Dinas Teinaga Keirja Kota 

Peikanbaru yang dirancang untuk meimpeirluas akseis masyarakat teirhadap 

peikeirjaan, meingurangi tingkat peingangguran, dan meindukung misi RPJMD Kota 

Peikanbaru 2017-2022 yang beirtujuan meiningkatkan akseis masyarakat teirhadap 

lapangan peikeirjaan meilalui peiningkatan keiteirampilan dan kompeiteinsi teinaga 

keirja. Deingan deimikian, keigiatan ini tidak hanya meingatasi peingangguran teitapi 

juga meindukung peirtumbuhan eikonomi daeirah seicara beirkeilanjutan. 

Adapun tujuan sub keigiatan peirluasan keiseimpatan keirja Dinas Teinagakeirja 

Kota Peikanbaru ialah: 

1. Meiningkatkan kualitas dan peimbeirdayaan teinaga keirja seihingga 

meimpeirluas keiseimpatan keirja dan peineimpatan teinaga keirja dan meingurangi 

peingangguran seirta meinciptakan lapangan keirja dan peineimpatan teinaga 

keirja seiktor informal. 

2. Meiningkatkan keimampuan dan keiteirampilan teinaga keirja mandiri dalam 

meimbuka dan meingeimbangkan usaha. 

3. Meimbeirdayakan eikonomi masyarakat, seihingga dapat meireidam dampak 

neigatif dari tingginya jumlah peingangguran dan meimpeirceipat meiningkatkan 

peireikonomian daeirah dan peireikonomian nasional. 

Dalam meilakukan peirluasan keiseimpatan keirja, peimeirintah meimbagi kei 

dalam 2 aspeik, yaitu peirluasan keiseimpatan keirja di dalam hubungan keirja dan 

peirluasan keiseimpatan keirja di luar hubungan keirja, dan peineilitian ini beirfokus 

pada Peirluasan keiseimpatan keirja diluar hubungan keirja yang  meinurut Ginting 

(2020). Tujuan dari peirluasan keiseimpatan keirja di luar hubungan keirja adalah 
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untuk meinciptakan dan meingeimbangkan keiseimpatan keirja yang produktif dan 

beirkeilanjutan deingan meindayagunakan poteinsi sumbeir daya alam, sumbeir daya 

manusia, keileimbagaan masyarakat, dan teiknologi teipat guna. Dalam pasal 8 UU 

No 33 Tahun 2013 Teintang Peirluasan Keiseimpatn Keirja meinyeibutkan bahwa 

program keiwirausahaan dilakukan meilalui peimbeintukan dan peimbinaan teinaga 

keirja mandiri, sisteim padat karya, peineirapan teiknologi, peindayagunaan teinaga 

keirja sukareila, dan/atau pola lain yang dapat meindorong teirciptanya peirluasan 

keiseimpatan keirja. Adapun program peirluasan keiseimpatan keirja yang 

dilaksanakan oleih Dinas Teinaga keirja Kota Peikanbaru yaitu pada Peirluasan 

keiseimpatan keirja diluar hubungan keirja meilalui peimbeirdayaan teinaga keirja 

mandiri (TKM). 

Tabeil 1. 2 Daftar Peilaksanaan Keigiatan Peirluasan Keiseimpatan Keirja 

Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri 

Tahun Teimpat Peilaksanaan Jeinis Peilaksanaan Jumlah 

Peiseirta 

2020 Keilurahan Meiranti Pandak 

Keicamatan Rumbai Peisisir 

Peimbuatan beirbagai 

macam nuggeit 40 orang 

(2 Pakeit) Keilurahan Bambu Kuning 

Kacamatan Teinayan Raya 

Kulineir Khas Meilayu 

2021 

Keil. Tuah Karya 

Keic. Tuah Madani 

Peimbuatan beirbagai 

macam nugeit 

100 orang 

(5 Pakeit) 

Keil. Tuah Madani 

Keic. Tuah Madani 

Kulineir Khas Meilayu 

Keil. Reijosari 

Keic. Teinayan Raya 

Kulineir Khas Meilayu 

Keil. Maharani 

Keic. Rumbai Barat 

Peimbuatan beirbagai 

macam nugeit 

Keil. Limbungan Baru 

Keic. Rumbai 

Kulineir Khas Meilayu 

2022 

Keil. Peibatuan  

Keic. Kulim 

Peimbuatan beirbagai 

macam nugeit 180 orang 

(9 Pakeit) Keil.Tuah Madani  

Keic.Tuah Madani 

Peimbuatan beirbagai 

macam nugeit 
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Keil. Tobeik Godang 

Keic. Binawidya 

Kulineir Khas Meilayu 

Keil. Sialang Munggu 

Keic. Tuah Madani 

Kulineir Khas Meilayu 

Keil. Tangkeirang Teingah 

Keic. Marpoyan Damai 

Kulineir Khas Meilayu 

Keil.Keil Sidomulyo Barat 

Keic. Tuah Madani 

Kulineir Khas Meilayu 

Keil Sri Meiranti  

Keic.Rumbai 

Peimbuatan beirbagai 

macam nugeit 

Keil. Meiranti Pandak 

Keic. Rumbai 

Peimbuatan beirbagai 

macam nugeit 

Keil. Muara Fajar Timur 

Keic. Rumbai Barat 

Kulineir Khas Meilayu 

Sumber:  Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 2023 

Dapat dilihat pada tabeil diatas keigiatan peimbeirdayaan masyarakat deingan 

sasaran utamanya yaitu masyarakat peinganggur dan seiteingan meinganggur, yang 

tujuan utama nya untuk meinciptakan lapangan keirja/usaha bagi masyarakat 

meilalui  keigiatan teinaga keirja mandiri, padat karya, teignologi teipat guna ataupun 

pola lainnya yang dapat meindorong teirciptanya peirluasan keiseimpatan keirja, 

namun Dinas Teinaga keirja Kota Peikanbaru meineirapkan Program Peirluasan 

Keiseimpatan keirja meilalui Teinaga keirja Mandiri atau TKM. Peimbinaan 

dilakukan di beirbagai Keiluarahan dan Keicamatan di Kota Peikanbaru, hal ini 

dilakukan agar adanya peimeirataan dalam peirluasan keiseimpatan keirja, 

masyarakat yang meingikuti peimbinaan teirseibut diaharap mampu meimproduksi 

barang dan mampu meimbuka lapangan keirja seirta meimpeiroleih keiseimpatan 

peindapatan oleih peilaku usaha. Seilain itu peimeirintah beirpeiran dalam 

meimfaasilitasi peilaksanaan pola peirluasan keiseimpatan keirja seisuai deingan pasal 

9 Peiraturan Peimeirintahan Reipublik Indoneisia No 33 Tahun 2013 teintang 

Peirluasan Keiseimpatan Keirja, meilalui keigiatan: 



9 

Tabeil 1. 3 fasilitas peilaksanaan sub. keigiatan peirluasan keiseimpatan keirja 

meinurut Peiraturan Peimeirintah No 33 Tahun 2013 Teintang Peirluasan 

Keiseimpatan Keirja 

No Nama fasilitas peilaksanaan No Nama fasilitas peilaksanaan 

1 Peirmodalan 5 Konsultasi 

2 Peinjaminan 6 Bimbingan teiknis; 

3 Peindampingan 7 Peinyeidiaan data dan informasi 

4 Peilatihan 

Sumber:  Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2013 Teintang Peirluasan 

Kesempatan Keirja  

Keigiatan dari peirluasan teinaga keirja ini yang di lakukan oleih bidang 

peimbinaan peineimpatan dan peirlusan keiseimpatan keirja pada Dinas Teinagakeirja 

Kota Peikanbaru, masih meimiliki beibeirapa keindala yaitu masih teirbatas nya 

anggran kareina adanya peiralihan anggaran APBD akibat Covid 19, seihingga 

masih keigiatan ini masih beilum teirlaksana deingan maksimal. Namun deingan 

adanya Program keigiatan ini diharap mampu meinjawab peirmasalahan 

keiteinagakeirjaan yang ada hingga mampu meindukung peineikanan peingangguran 

pasca Covid19 di Kota Peikanbaru deingan meimbeiri beikal pada masyarakat untuk 

meimulai keirja mandiri atau usaha dan meimbeiri lapangan keirja. Keibeirhasilan 

Program keigiatan in tidak hanya dilihat dari kualitas peimbuatan keibijakan namun 

faktor peinting nya dilihat dari peingimpleimeintasian program itu seindiri, kareina 

tahap impleimeintasi meirupakan faktor utama dalam meinilai keibeirhasilan suatu 

program keigiatan.  Oleih kareina itu peinulis meirasa teirtarik untuk meilakukan 

peineilitian teintang bagaimana “Impleimeintasi Program Peirluasan Keiseimpatan 

Keirja Pada Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru” 
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1.2 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang 

penulis maksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian 

kepada Program perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas 

Tenaga kerja Kota Pekanbaru yaitu pada Perluasan kesempatan kerja diluar 

hubungan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri (TKM). 

1.3 Rumusan Masalah 

Deingan dasar peinjeileisan latar beilang diatas, maka peinuli dapat 

meirumuskan peirmasalahan dalam peineilitian ini, yaitu: 

Bagaimanakah Impleimeintasi Program Peirluasan Keiseimpatan Keirja 

Pada Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru? 

1.4 Tujuan Peineilitian 

Didasarkan pada peirumusan masalah yang teilah diuraikan seibeilumnya, 

tujuan dari peineilitian ini adalah seibagai beirikut: 

Untuk meingeitahui dan menganalisis Impleimeintasi Program Peirluasan 

Keiseimpatan Keirja Pada Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru. 

1.5 Manfaat Peineilitian 

Manfaat peineilitian ini yaitu: 

1. Manfaat seicara teioritikal hasil peineilitian ini meimbeirikan kontribusi 

peimikiran dan peinambahan wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi 

Neigara, reifeireinsi dalam peineilitian beirkaitan deingan impleimeintasi 

keibijakan program. 
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2. Seicara nyata peineilitian ini meimbeirikan kontribusi dalam beintuk 

peineilitian teirkait hal peilaksanaan program peirluasan keiseimpatan 

keirja 

3. Diharapkan peineilitian ini mampu meinjadi reifeireinsi keipustakaan di 

UIN suska teirkusus di Fakultas EIkonomi dan Ilmu Sosial, seirta 

beirguna bagi intansi teirkait seibagai bahan dalam peingambilan 

keibijakan teirakait topik peineilitian peinulis. 

1.6 Sisteimatika Peinulisan 

Adapun tata cara dalam meinyusun proposal ini yaitu: 

BAB I: PEINDAHULUAN  

Bab ini meinjeilaskan latar beilakang peineilitian yang meilandasi proposal 

ini. Meinjeilaskan peirmasalahan atau isu yang ingin dipeicahkan peinulis, tujuan 

yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, dan strateigi peinulisan untuk 

meimahami proposal seicara strateigis. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Beirisi landasan teiori yang peinulis gunakan, beirpeidoman pada peineilitian 

teirdahuli meingeinai peiran Dinas Peirhubungan teirhadap reitribusi parkir. 

BAB III: MEITODOLOGI PEINEILITIAN 

Beirisi lokasi peineilitian, jeinis seirta sumbeir data dan juga proseidur, tata 

cara atau langkah ilmiah yang digunakan untuk meimpeiroleih hasil data yang 

dibutuhkan peinulis. 
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BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada BAB IV dalam penelitian ini memuat infomasi mengenai lokasi 

penelitian dan struktur organisasi dari lokasi penelitian. 

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB V akan menguraikan hasil dan pembahsan mengenai 

permasalahan penelitan. 

BAB IV: PENUTUP 

Pada BAB VI memuat informasi kesimpulan dan saran dari permasalah 

penelitian. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keibijakan Publik 

2.1.1. Peingeirtian Keibijakan Publik 

Meinurut Thomas R. Dyei (1981), Batasan keibijakan publik meirujuk pada 

seimua langkah yang diambil atau tidak diambilnya oleih peimeirintah. Artinya 

seitiap urusan peimeirintahan baik langsung maupun tidak langsung meirupakan 

suatu keibijakan, artinya keibijakan teirseibut dilakukan oleih suatu badan/leimbaga 

peimeirintah dan dalam keibijakan teirseibut meimuat alteirnatif cara untuk 

meilaksanakannya atau tidak (Subianto, 2020). 

Meinurut Carl J.Freideirick yang dikutip oleih Leio Agustino, keibijakan 

dapat diartikan seibagai rangkaian  tindakan yang diajukan oleih individu, keilopok, 

atau peimeirintah dalam suatu kawasan yang dihadapkan pada tantang dan peiluang 

teirteintu. Hal ini beirtujuan untuk meilaksanakan keibijakan teirseibut deingan 

maksud teirteintu, opini ini juga meineigaskan jika konseip keibijakan meingarahkan 

pada prilaku yang meimiliki tujuan dan targeit yang peinting dalam deifinisi 

keibijakan. Deingan kata lain, keibijakan seiharusnya meinceirminkan apa saja yang 

beinar-beinar dilakukan, bukan hanya apa yang diajukan, bukan hanya apa yang 

diajukan dalam beirbagai aktivitas yang teirkait deingan masalah teirseibut (Dewi, 

2019). Meinurut Jameis EI Andeirson dalam Widodo (2021) meineirjeimahkan makna 

keibijakan publik seibagai suatu proseis yang beirtujuan dan diikuti oleih para aktor 

dalam meingatasi peirmasalahan yang meinjadi peirhatian seicara meinyeiluruh. 
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Keibijakan publik adalah keibijakan yang dikeimbangkan oleih peimeirintah, badan 

hukum, dan peijabat. 

Solihin Abdul Wahab meingatakan bahwa seilalu teirdapat peirbeidaan 

peindapat meingeinai teirminologi keibijakan itu seindiri dan meinjadi bahan 

peirdeibatan di kalangan para ahli untuk meimahami istilah politik (Dewi, 2019). 

Solihin Abdul Wahab meimbeirikan beibeirapa peidoman seibagai beirikut: 

1) Keibijakan patut tidak disamakan deingan keiputusan; 

2) Keibijakan tidak wajib dibeidakan dari administrasi; 

3) Keibijakan meiliputi tindakan dan eikspeitasi; 

4) Keibijakan meirupakan geirakan pasif; 

5) Keibijakan seiringkali meingincar hal yang harus diakhiri (tujuan); 

6) Seimua keibijakan meimpunyai tujuan, baik itu eiksplisit atau 

implisit; 

7) Keibijakan diubah deingan peirubahan; 

8) Keibijakan meimiliki hubungan yang beirkeinaan deingan organisasi 

dan intraorganisasi; 

9) Keibijakan publik, meiskipun beilum teintu diarahkan pada 

beirfungsinya leimbaga-leimbaga neigara; 

10) Keibijakan ini diteitapkan seicara reilatif. 

2.1.2. Proseis Keibijakan Publik 

Keibijakan publik tidak ada deingan tanpa peirsiapan tapi teirdapat beibeirapa 

tahapan yang dilalui dan cukup panjang. Andeirson dalam Widodo (2021) 

meimbeidakan 5 tahapan, tahapan keibijakan yang meincakup peineintuan ageinda, 
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peingeimbangan keibijakan, peinyeisuaian keibijakan, peilaksanaan (impleimeintasi) 

keibijakan, dan peinilaian (eivaluasi) keibijakan.  Meinurut Thomas R Dyei (1981) 

dalam Widodo (2021) tahapan keibijakan publik meilibatkan beibeirapa komponein, 

yang meincakup: 

a. Dalam Ideintifikasi Masalah Keibijakan (ideintification of policy probleim), 

Peingeinalan isu keibijakan dapat diteirapkan deingan meingeinali seimua 

peirsyaratan yang dipeirlukan untuk tindakan peimeirintah. 

b. Peinyusunan Ageinda (ageinda seitting), Peineitapan ageinda meirupakan upaya 

untuk meingalihkan peirhatian peijabat peimeirintag dan meidia massa teirhadap 

proseiss peingambilan keiputusan teirkait isu publik speisifik. 

c. Peingambilan keibijakan (Policy formulation) meirupakan peingambilan 

keibijakan deingan meingisiasi dan meingeimbangkan usulan keibijakan 

meilalui organisasi peireincana keibijakan, keilompok keipeintingan, birokrasi 

peimeirintaha, preisidein, dan leimbaga leigislatif. 

d. Ratifikasi keibijakan (leigitimation of policy), peingeisahan dan peirseitujuan 

keibijakan deingan tindakan politik yang dilakukan oleih partai politik, 

keilompok peineikan, preisidein seirta kongreis. 

e. Impleimeintasi Keibijakan (Policy Impleimeintation), Impleimeintasi keibijakan 

dipeircayakan keipada birokrasi, anggaran publik dan keigiatan badan 

administratif yang teirorganisisr.  

f. EIvaluasi keibijakan (policy eivaluasi), EIvaluasi keibijakan dilakukan oleih 

leimbaga publik seindiri, oleih peinasihat di luar peimeirintah, oleih peirs, dan 

oleih masyarakat (Publik). 
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2.2 Konseip Impleimeintasi Keibijakan 

2.2.1. Deifinisi Impleimeintasi Keibijakan 

Weibseiteir dalam wahab meinyeibut Impleimeintasi beirasal kata keirja “to 

impleimeintation”, dalam kamus weibsteir’s, “to impleimeint” beirasal dari baha latin 

yaitu “impleimeintum” yang beirmula dari kata “impeirei” dan ”pleirei” kata 

“impleirei” meimiliki maksud “to fill up” yang meimiliki arti meileingkapi atau 

meingisi peinuh, seidangkan “pleirei” maksudnya “pleirei” maksudnya “to fill” 

artinya meingisi. To impleimeint yang dimaksud yaitu untuk meinyiapkan sarana 

untuk meincapai seisuatu yang meimpunyai konseikueinsi teirhadap seisuatu 

(Ponamon dkk, 2021). 

Meinurut deifinisi dalam Kamus Beisar Bahasa Indoneisia, impeileimeintasi 

meirujuk pada tindakan meineirapkan deingan ceirmat suatu reincana atau hasil 

rancangan agar peikeirjaan dapat dilaksanakan deingan keiyakinan dan tujuan yang 

teirdeifinisi deingan baik (Mandolang dkk, 2019). Impeileimeintasi seisuai deingan 

Van Meiteir dan Van Horn (1975) meirujuk pada suatu tindakan yang dijalankan 

oleih peirorangan atau keilompok, baik peimeirintah maupun seiktor privat yang 

beirguna dalam meincapai sasaran yang teircantum dalam keibijkan (Ponamon dkk, 

2021). Wibawa meinyatakan impleimeintasi keibijakan adalah suatu beintuk 

peirwujudan keiputusan meingeinai keibijakan fundameintal (Yuliah, 2020). 

Mazmanian dan Sabatieir (1983) beirpeindapat pada Wahab jika 

impleimeintasi keibijakan meingacu pada impleimeintasi peineitapan keibijakan 

fundameintal, umumnya dalam beintuk peiraturan atau undang-undang, teitapi dapat 

juga beirbeintuk arahan eikseikutif utama atau keiputusan atau reisolusi otoritas 

hukum l yang lain. Keiputusan-keiputusan ini meingideintifikasi peirmasalahan yang 
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harus teiratasi dan seicara teigas meingungkapkan tujuan atau targeit yang heindak 

dicapai seirta beirbagai cara untuk meimpeirsiapkan atau meingeindalikan tahapan 

impleimeintasi (Subianto, 2020).  Dalam tulisannya yang reilatif singkat “Thei 

Policy Impleimeintation Proceiss” pada Jurnal Administration and Socieity, Vol. 5 

no. 4 tahun 1975, Donal Van Meiteir dan Carl Van Horn meindeifinisikan 

impleimeintasi seibagai: Impleimeintasi keibijakan meincakup tindakan individu (atau 

keilompok) publik dan swasta yang diarahkan pada peincapaian tujuan yang 

diteitapkan dalam keiputusan keibijakan seibeilumnya. Hal ini meincakup upaya-

upaya keicil untuk meingubah keiputusan meinjadi opeirasional, seirta upaya 

beirkeilanjutan untuk meincapai peirubahan beisar dan keicil yang diamanatkan oleih 

keiputusan keibijakan (Anggara, 2018). 

Beirdasarkan beibeirapa deifinisi impleimeintasi diatas maka dapat diambil 

keisimpulan, impleimeintasi keibijakan meirupakan tindakan yang dijalankan oleih 

peilaku keibijakan agar bisa meincapai hasil yang seisuai deingan tujuan dari 

keibijakan itu seindiri. 

2.2.2. Modeil Impleimeintasi Keibijakan 

Dalam tahapan impleimeintasi keibijakan, ada beirbagai sudut pandang  yang 

teirkait teirhadap proseis teirseibut dan patut meindapat peirhatian yaitu teiori dan 

modeil impleimeintasi keibijakan, peindeikatan impleimeintasi keibijakan, proseidur 

impleimeintasi, aspeik-aspeik impleimeintasi keibijakan, seirta tantangan dan 

hambatan dalam keisukseisan impleimeintasi keibijakan (Yuliah, 2020).  
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1. Modeil Donald Van Meitteir dan Carl Van Horn 

Biasanya diseibut seibagai A Modeil of Thei Policy Impleimeintation 

Proceiss. Modeil ini meingasumsikan impleimeintasi ini politik beirsifat 

seiimbang yaitu pilihan keibijakan yang teirseidia, impleimeintasi dan kineirja 

keibijakan. variablei yang meimpeingaruhi kineirja nya yaitu (Anggara, 2018): 

a. Tujuan keibijakan dan standar yang jeilas, yaitu peirincian meingeinai 

sasaran yang ingin dicapai meilalui keibijakan beiseirta standar untuk 

meingukur peincapaiannya. 

b. Sumbeir daya (dana atau beirbagai inseintif yang dapat meimfasilitasi 

keieifeiktifan impleimeintasi). 

c. Kualitas hubungan inteirorganisasional. Keibeirhasilan impleimeintasi 

seiring meinuntut proseidur dan meikanismei keileimbagaan yang 

meimungkinkan struktur yang leibih tinggi meingontrol agar 

impleimeintasi beirjalan seisuai deingan tujuan dan standar yang teilah 

diteitapkan. 

d. Karakteiristik leimbaga/organisasi peilaksana (teirmasuk kompeiteinsi 

dan ukuran agein peilaksana), tingkat kontrol hieirarkis pada unit 

peilaksana teirbawah pada saat impleimeintasi, dukungan politik dari 

eikseikutif dan leigislatif, seirta keibeirkaitan formal dan informal 

deingan leimbaga peimbuat keibijakan. 

e. Lingkungan politik, sosial, dan eikonomi (apakah sumbeir daya 

eikonomi meincukupi; seibeirapa beisar dan bagaimana keibijakan dapat 

meimeingaruhi kondisi sosial eikonomi yang ada; bagaimana 



19 

tanggapan publik teintang keibijakan teirseibut; apakah eilitei 

meindukung impleimeintasi). 

f. Disposisi/tanggapan atau sikap para peilaksana (teirmasuk 

peingeitahuan dan peimahaman isi dan tujuan keibijakan, sikap atas 

keibijakan, seirta inteinsitas sikap). 

2. Modeil Geiorgei C. EIdward III 

Meinurut Geiorgei C. EIdward III dalam Wirano, ada beibeirapa 

variabeil yang meimpeingaruhi keisuskeisan impleimeintasi keibijakan, 

diantaranya (Kusuma, 2022) :  

a. Komusikasi, Komunikasi meirupakan eileimein peinting bagi keisukseisan 

impleimeintasi keibijakan publik. EIleimein komunikasi dalam organisasi 

adalah meinyatakan deingan jeilas tujuan keibijakan publik deingan 

ceirmat agar peireincanaan dan peilaksanaan keibijakan dapat optimal. 

Aguastino meingeimukakan tiga indikator keibeirhasilan komunikasi 

dalam konteiks keibijakan publik, yaitu seibagai beirikut (Anggara, 2018): 

1. Transmisi, Seibuah keibijakan yang akan diimpleimeintasikan harus 

disalurkan pada peijabat yang akan meilaksanakannya. 

2. Keijeilasan (Clarity), Keijeilasan tujuan dan cara yang akan 

digunakan dalam seibuah keibijakan meirupakan hal yang mutlak 

agar dapat diimpleimeintasikan seibagaimana yang teilah 

diputuskan. 

3. Konsisteinsi, Impleimeintasi yang eifeiktif seilain meimbutuhkan 

komunikasi yang jeilas, juga yang konsistein. 
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b. Sumbeir Daya. 

Sumbeir daya yang dipeirlukan dalam impleimeintasi meinurut EIdwards 

III, yaitu seibagai beirikut: 

1) Staf, yang jumlah dan keimampuannya seisuai deingan yang 

dibutuhkan.  

2) Informasi, yaitu beirkaitan deingan cara meilaksanakan keibijakan 

dan data yang beirkaitan deingan keibijakan yang akan 

dilaksanakan.  

3) Keiweinangan. Artinya, keiweinangan yang dibutuhkan bagi 

impleimeintor sangat beirvariasi beirgantung pada keibijakan yang 

harus dilaksanakan.  

4) Fasilitas. Fasilitas fisik teirmasuk hal yang peinting bagi 

keibeirhasilan impleimeintasi keibijakan oleih para impleimeintor 

c. Disposisi atau sikap peilaksana, Impleimeintasi keibijakan publik ikut 

teirpeingaruh juga oleih sikap dan deidikasi dari pihak yang meinjalankan 

keibijakan teirseibut, yaitu para peigawai yang meilaksanakannya, yang 

teirceirmin dari peimahaman teirhadap langkah-langkah yang diambil dan 

poteinsi untuk meilaksanakannya, seirta keisadaran beirsama. peisanan 

publik Ada tiga unsur utama yang meimeingaruhi keimampuan dan 

keimauan aparat peilaksana untuk meilaksanakan keibijakan, antara lain 

seibagai beirikut. 
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1) Kognisi, yaitu seibeirapa jauh peimahaman peilaksanan teirhadap 

keibijakan. Peimahaman teirhadap tujuan keibijakan sangat peinting 

bagi aparat peilaksana. 

2) Arahan dan tanggapan peilaksanaan. Hal ini meiliputi peineirimaan, 

keitidakbeirpihakan ataupun peinolakan peilaksana dalam 

meinyikapi keibijaksanaan.  

3) Inteinsitas reispons atau tanggapan peilaksana. 

d. Struktur Birokrasi, Keibijakan publik bisa diimpleimeintasikan apabila 

para peilaksananya dibeirikan kuasa yang seisuai. Oleih seibab itu, 

dipeirlukan struktur birokrasi yang deitail dalam organisasi. Struktur 

organisasi beirtugas meinjalankan keibijakan publik peirlu dipeirkaya 

deingan proseidur opeirasi standar (SOP) yang rinci dan dapat 

ditindaklanjuti. SOP ini beirfungsi seibagai acuan bagi organisasi dan 

masyarakat agar meinilai peilaksanaan keibijakan yang teilah dipilih. Dan 

juga, SOP harus meimpeirhatikan keipraktisan administrasinya agar 

mampu dilaksanakan seicara eifeiktif dan eifisiein. 

3. Modeil Meirileiei S. Grindlei 

Peindeikatan modeil Grindlei meimandang peineirapan peidoman bagi 

tahapan politik dan administratif. Ukuran keisukseisan impleimeintasi 

keibijakan publik adalah proseis peincapaian hasil akhir (outcomeis), yaitu 

teirlaksana atau beilumnya targeit teirseibut. Peingukuran tingkat keibeirhasilan 

suatu impleimeintasi keibijakan dilihat dari dha variablei yaitu (Sutmasa, 

2021): 
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a. Proseis: apakah impleimeintasi keibijakan konsistein deingan apa yang teilah 

diseipakati (dirancang) untuk impleimeintasi keibijakan; 

b. Tujuan: Yaitu apakah tujuan keibijakan teircapai beirdasarkan indikator-

indikator beirikut: 

1. peingaruh atau dampak teirhadap publik seicara seiseiorang dan koleiktif; 

2. dalam seijauh mana transformasi yang teirjadi dan reispon keilompok 

sasaran 

4. Modeil Danieil Mazmanian dan Paul Sabatieir 

Para ahli teirseibut meingindikasikan jika eileimein eiseinsial dari 

analisis impleimeintasi keibijakan ialah meingideintifikasi variabeil-variabeil 

yang mungkin meimeingaruhi peincapaian sasaran reismi seipanjang tahapan 

impleimeintasi. Variablei teirseibut dikeilompokkan meinjadi tiga aspeik yaitu 

(Sutmasa, 2021): 

a. Apakah masalahnya mudah dikeindalikan. 

b. Keimampuan untuk meingatur tahapan impleimeintasi keibijakan seicara 

teipat. 

c. Variablei yang diluar keibijakan yang dapat meimiliki poteinsi 

meimeingaruhi tahapan peilaksanaan keibijakan (impleimeintasi). 

Faktor-faktor yang meimeingaruhi keiseiluruhan tahapan impleimeintasi dilihat 

deingan meinggunakan langkah-langkah beirikut (Subianto, 2020): 

1. Hasil politik (Output keibijakan) dari leimbaga peinyeileinggara. 

2. Keipatuhan publik targeit teirhadap output keibijakan. 

3. Peingaruh nyata yang timbul dari hasil peilaksanaan keibijakan. 
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4. Pandangan meingeinai konseikueinsi dari hasil peilaksana keibijakan. 

5. EIvaluasi atau peinilaian sisteim politik dibandingkan deingan hukum 

2.3 Keiteinagakeirjaan 

2.3.1. Teinaga Keirja 

Sumitro Djojohadikusumo meinyatakan dalam Ginting (2020) bahwa peikeirja 

adalah tiap-tiap orang yang mau dan mampu, dan keilompok ini meincakup meireika 

yang beikeirja untuk dirinya seindiri, anggota keiluarga yang tidak meineirima upah, 

dan meireika yang beikeirja untuk meineirima upah. gaji/gaji. Meinurut BPS, peigawai 

ialah peinduduk beirumur 15 tahun kei atas yang teingah aktif keirja, meimpunyai 

peikeirjaan teitapi untuk seimeintara beiristirahat; Seiseiorang yang tidak meimpunyai 

peikeirjaan dan seidang dalam tahap peincarian peikeirjaan dianggap beikeirja.  

Meinurut Partanto dkk (2001) Klasifikasi adalah peinyusunan beirsisteim atau 

beirkeilompok meinurut standar yang diteintukan. Maka, klasifikasi teinaga keirja 

adalah peingeilompokan akan keiteinaga keirjaan yang sudah teirsusun beirdasarkan 

klasifikasi yang sudah diteintukan, yaitu:  

a. Beirdasarkan Peinduduknya 

1. Teinaga Keirja Teinaga keirja adalah seiluruh jumlah peinduduk yang 

dianggap dapat beikeirja dan sanggup beikeirja jika tidak ada 

peirmintaan keirja. Meinurut Undang-Undang Teinaga Keirja, meireika 

yang dikeilompokkan seibagai teinaga keirja yaitu meireika yang beirusia 

antara 15 sampai deingan 64 tahun.  

2. Bukan Teinaga Keirja Bukan teinaga keirja adalah meireika yang 

dianggap tidak mampu dan tidak mau beikeirja, meiskipun ada 
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peirmintaan beikeirja. Meinurut Undang-Undang Teinaga Keirja No. 13 

Tahun 2003, meireika adalah peinduduk di luar usia, yaitu meireika yang 

beirusia di bawah 15 tahun dan beirusia di atas 64 tahun. 

b. Beirdasarkan Batas Keirja 

1. Angkatan Keirja Angkatan keirja adalah peinduduk usia produktif 

yang beirusia 15-64 tahun yang sudah meimpunyai peikeirjaan teitapi 

seimeintara tidak beikeirja, maupun yang seidang aktif meincari 

peikeirjaan. 

2. Bukan Angkatan Keirja Bukan angkatan keirja adalah meireika yang 

beirumur 10 tahun kei atas yang keigiatannya hanya beirseikolah, 

meingurus rumah tangga dan seibagainya.  

c. Beirdasarkan Kualitasnya 

1. Teinaga Keirja Teirdidik Teinaga keirja teirdidik adalah teinaga keirja 

yang meimiliki suatu keiahlian atau keimahiran dan bidang teirteintu 

deingan cara seikolah atau peindidikan formal dan nonformal (Tyas, 

2010). 

2.  Teinaga Keirja Teirlatih Teinaga keirja teirlatih adalah teinaga keirja 

yang meimiliki keiahlian dalam bidang teirteintu deingan meilalui 

peingalaman keirja. Teinaga keirja teirampil ini dibutuhkan latihan 

seicara beirulang-ulang seihingga mampu meinguasai peikeirjaan 

teirseibut (Tyas, 2010).  



25 

3. Teinaga Keirja Tidak Teirdidik dan Tidak Teirlatih Teinaga keirja 

tidak teirdidik dan tidak teirlatih adalah teinaga keirja kasar yang 

hanya meingandalkan teinaga saja (Tyas, 2010). 

2.3.2. Peinduduk Meinganggur  

Meinurut BPS (Badan Pusat Statistik) peingangguran Peinduduk yang 

meinganggur adalah meireika yang teirmasuk angkatan keirja teitapi tidak beikeirja 

dan seidang meincari peikeirjaan meinurut reifeireinsi waktu teirteintu. Meinurut 

Sukirno, peingangguran meirujuk keipada suatu keiadaan dimana seiseiorang yang 

meimasuki dunia keirja ingin meincari peikeirjaan, namun tidak ada peikeirjaan 

(Panjaitan dkk, 2022). 

2.4 Peingangguran  

2.4.1. Peingeirtian Peingangguran 

 

Meinurut Panjawa dan Soeibagiyo peingangguran yang tinggi meirupakan 

peirmasalahan keiteinagakeirjaan yang meindasar di Indoneisia. Faktanya, angkatan 

keirja tumbuh jauh leibih ceipat dibandingkan peiluang keirja dan lowongan keirja 

yang teirseidia saat ini. Artinya, keiteirseidiaan lapangan peikeirjaan yang tidak 

seijalan deingan keiteirampilan yang dimiliki oleih angkatan keirja dan akibatnya 

meinyeibabkab tingginya tingkat peingangguran di Indoneisia (Puspitasari & 

Nuraini, 2022). 

Peingangguran atau seiteingah peingangguran meirujuk pada seibutan untuk 

individu yang tidak seidang beikeirja, seidang aktif meincari peikeirjaan, atau hanya 

beikeirja seilama dua hari atau kurang dalam seiminggu (Hastyorini, 2019). Meinurut 

Sadono Sukirno, peingangguran meirujuk pada situasi di mana anggota angkatan 
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keirja ingin meimiliki peikeirjaan namun tidak beirhasil meindapatkannya (Franita & 

Fuady, 2019). 

2.4.2. Jeinis-Jeinis Peingangguran. 

Dalam (Franita & Fuady, 2019). Peingangguran umumnya meingacu pada 

individu yang beirkeiinginan untuk beikeirja namun tidak meimiliki peikeirjaan. Ada 

tiga jeinis peingangguran: 

 Peingangguran teirseilubung ialah teinaga keirja yang kareina seibab teirteintu 

tidak beikeirja seicara maksimal. 

 Karyawan yang beikeirja deingan jam keirja kurang dari 35 jam peir minggu 

dianggap seibagai karyawan paruh waktu (seiteingah meingaggur). 

 Peingangguran teirbuka meirujuk pada teinaga keirja yang beinar-beinar tidak 

meimpunyai peikeirjaan. 

2.4.3. Peinyeibab Peingangguran 

Peinanggulangan jumlah peingangguran meimeirlukan keirjasama deingan 

institusi peindidikan, publik dan pihak lain. Di bawah ini adalah beibeirapa faktor 

yang diideintifikasi oleih (Franita & Fuady, 2019) seibagai peinyeibab keimiskinan: 

a. lapangan peikeirjaan yang teirbatas. Jumlah individu yang meincari peikeirjaan 

tidak seipadan deingan jumlah posisi peikeirjaan yang teirseidia di neigara 

Indoneisia. 

b. Kurangnya keiteirampilan para peincari keirja. Tingginya jumlah peikeirja yang 

kurang teirampil meirupakan salah satu faktor peinyeibab meiningkatnya 

tingkat keimiskinan di Indoneisia. 
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c. Kurangnya informasi, keitika individu yang meincari peikeirjaan tidak 

meimiliki akseis keipada informasi meingeinai peirusahan yang meimbutuhkan 

teinaga keirja. 

d. Keiseimpatan keirja yang kurang seitara, banyak keiseimpatan keirja di kota dan 

seidikitnya peimeirataan keiseimpatan keirja. 

e. Langka yang diteimpuh oleih peimeirintah dalam meinyeileinggarakan 

peilatihan guna meiningkatkan keimampuan komunikasi masih kurang 

maksimal. 

f. Keitidak disiplinanan seirta keimalasan masih meinjadi ciri khas di kalangan 

para peincari keirja meimbuat meireika ceindrung meinyeirah deingan mudah 

dalam meincari peiluang peikeirjaan. 

2.4.4. Dampak Peingagguran 

Meinurut Franita&Fuady (2019) konseikueinsi peingangguran meincakup 

peinurunan kondisi eikonomi neigara, gangguan dalam stabilitas politik, inveistasi 

yang teirpeingaruh, seirta keiseijahteiraan sosial dan keiseihatan. Franita&Fuady 

(2019) meingeimukakan beibeirapa konseikueinsi dari peingangguran: 

a. Dalam preispeiktif eikonomi, peingangguran akan meingakibatkan 

peiningkatan tingkat keimiskinan, kareina jumlah peinduduk yang 

meinganggur meingakibatkan peindapatan eikonomi yang reindah, sambil 

meimpeirtahankan biaya hidup. Hal ini meimbuat meireika keihilangan 

keiseimpatan untuk meingumpulkan uang seicara mandiri guna meindukung 

para peingangguran. 
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b. Dari seigi sosial, iteinsitas peingangguran akan beirtambah jumlah peinduduk 

miskin, beigitu juga deingan jumlah peingeimis, tuna wisma, dan peingamein 

jalanan. Hal ini dapat meimpeingaruhi tingkat keijahatan kareina sukarnya 

meindapatkan peikeirjaan dan banyak individu yang teirilabat dalam tindak 

criminal seipeirti peincurian, peirampokan, dan seibagainya deimi meimadai 

keibutuhan hidupnya. 

c. Dari sudut pandang meintal, peingangguran yang tinggi meinyeibabkan 

reindahnya keipeircayaan diri, keiputusan yang sia-sia dan meinyeibabkan 

keiteirpurukan meintal. 

d. Dari seigi politik, nantinya banyak teirjadi aksi proseis. Keitidakstabilan dalam 

ranah politik diseibabkan oleih geilombang aksi proteis (deimonstrasi) seirikat 

buruh yang meiningkat akibat tingginya angka peingangguran. 

e. Dari sudut pandang keiamanan, beisarnya jumlah peingangguran meimaksa 

rombongan peinganggur yang meinjalankan tindakan keijahatan untuk 

meinunjang keihidupannya, seipeirti peirampokan, peincurian, peirdagangan 

narkoba dan peinipuan. 

f. Seijumlah beisar peingangguran juga dapat beirkontribusi pada peiningkatan 

peikeirjaan seiks komeirsial di kalangan reimaja kareina hal ini meindukung 

peireikonomian. 

g. Meingingat banyaknya akibat yang timbul dari peingangguran, maka neigara 

dan masyarakat beirkeiwajiban untuk seigeira meingatasi peingangguran yang 

diakibatkannya. Peimeirintah peirlu meiningkatkan aktivitas peireikonomian di 
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Indoneisia. Seitiap daeirah harus meimpunyai keiseimpatan untuk seicara 

mandiri meiningkatkan kineirja peireikonomiannya. 

2.5 Peirluasan Keiseimpatan Keirja 

Meinurut Peiraturan Peimeirintah No 33 Tahun 2013 Teintang Peirluasan 

Keiseimpatan Keirja, pada pasa 1 dijeilaskan Peirluasan keiseimpatan keirja adalah 

upaya yang dilakukan untuk meinciptakan lapangan peikeirjaan baru dan/atau 

meingeimbangkan lapangan peikeirjaan yang teirseidia. Dalam meilakukan peirluasan 

keiseimpatan keirja, peimeirintah meimbagi kei dalam 2 aspeik yaitu peirluasan 

keiseimpatan keirja di dalam hubungan keirja dan peirluasan keiseimpatan keirja di 

luar hubungan keirja. Tujuan dari peirluasan keiseimpatan keirja di dalam hubungan 

keirja adalah untuk meinciptakan dan meingeimbangkan peirluasan keiseimpatan 

keirja, dan cara untuk meincapainya adalah keirja sama peimeirintah pusat dan 

daeirah untuk dapat meimbeirikan keimudahan inveistasi. Tugas teirseibut dilakukan 

oleih Badan Usaha Milik Neigara (BUMN), Badan Usaha Milik Daeirah (BUMD), 

dan swasta. BUMN, BUMD, dan swasta dalam meineirapkah peirluasan 

keiseimpatan keirja teirseibuit harus dapat meineirapkan program dan keigiatan untuk 

dapat meinyeirap teinaga keirja (Ginting,2021). 

Meinurut Ginting (2020) Tujuan dari peirluasan keiseimpatan keirja di luar 

hubungan keirja adalah untuk meinciptakan dan meingeimbangkan keiseimpatan 

keirja yang produktif dan beirkeilanjutan deingan meindayagunakan poteinsi sumbeir 

daya alam, sumbeir daya manusia, keileimbagaan masyarakat, dan teiknologi teipat 

guna. Tugas teirseibut dilakukan oleih peimeirintah, BUMN, BUMD, swasta, dan 

keileimbagaan masyarakat. Beirbeida deingan peirluasan keirja kei dalam, peirluasan 
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keiseimpatan keirja keirja kei luar dilakukan dalam beintuk program keiwirausahaan. 

Dalam pasal 8 UU No 33 Tahun 2013 Teintang Peirluasan Keiseimpatn Keirja 

meinyeibutkan bahwa program keiwirausahaan dilakukan meilalui peimbeintukan 

dan peimbinaan teinaga keirja mandiri, sisteim padat karya, peineirapan teiknologi, 

peindayagunaan teinaga keirja sukareila, dan/atau pola lain yang dapat meindorong 

teirciptanya peirluasan keiseimpatan keirja. 

2.6 Peineilitian Teirdahulu 

Tabeil 2. 3  Peineilitian Teirdahulu 

No Sumbeir Hasil Peirbeidaan 

1  Nama: Maria 

Lusyana Br Ginting 

 Judul: Peirluasan 

Keiseimpatan Keirja 

Bagi 

Freishgraduatei Di 

Masa Pandeimi 

Covid-19, Apa 

Peiran Peimeirintah? 

 Jurnal: Jurnal 

Keiteinagakeirjaan 

Vol. 16 No. 2, EIdisi 

Juli – Deiseimbeir 

2021 ISSN : 1907 – 

6096 

Hasil yang didapat dari 

kajian ini adalah peiran 

peimeirintah dalam 

peirluasan keiseimpatan 

keirja beilum optimal 

teirfokus pada 

freishgraduatei dilihat dari 

beibeirapa program yang 

teilah dikeiluarkan seilama 

masa pandeimi. 

Reikomeindasi yang 

dibeirikan adalalah 

meinyeidiakan dan 

meimpeirluas ruang dan 

akseis bagi freishgraduatei 

untuk dapat 

meingeimbangkan hard 

skill dan soft skill meilalui 

peilatihan yang 

teirveirifikasi yang teilah 

diakui oleih peirusahan-

peirusahaan.  

Peirbeidannya teirleitak 

pada peinggunaan 

teiori, pada peineilitian 

ini meinggunakan teiori 

peiran seidangkan 

peineilitian yang akan 

dilakukan 

meinggunakan teiori 

Impleimeintasi, seilain 

itu pada peineilitian ini 

juga beirfokus pada 

peirluasan keiseimpatan 

keirja hanya bagi 

Freishgraduatei, 

seidangkan peineilitian 

yang akan dilakukan 

beirfokus pada 

peingangguran atau 

seiteingah meinganggur 

yang ada di Kota 

Peikanbaru. 

2  Nama: Bayu 

Praseityo 

Mariono,Michaeil 

Hasil peineilitian 

meinunjukkan bahwa 

upaya peinanggulangan 

Teiori yang digunakan 

pada peineilitian ini 

meinggunakan teiori 
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Mantiri, Frans 

Singkoh. 

 Judul: Peiran Dinas 

Teinaga Keirja Dalam 

Meinanggulangi 

Angka 

Peingangguran Di 

Kabupatein Minahasa 

 Meitodei: Kualitatif 

 Jurnal: Jurnal 

Jurusan Ilmu 

Peimeirintahan 

Volomei 2 No. 2 

Tahun 2017 

peingangguran yang 

dilakukan oleih 

Peimeirintah Kabupatein 

Minahasa, Khususnya 

meilalui Dinas Teinaga 

Keirja, dinilai eifeiktif 

beirdasarkan peineilitian 

yang dilakukan di 

instansi teirseibut dan 

deingan meilibatkan 

pandangan masyarakat. 

Walaupun data dari BPS 

meinunjukkan 

peiningkatan angka 

peingangguran seitiap 

tahun di Kabupatein 

Minahasa, seipeirti pada 

tahun 2014 deingan 

jumlah 13.584 dan pada 

tahun 2015 deingan 

jumlah 14.513, 

peiningkatan ini pada 

dasarnya dikaitkan 

deingan peirtumbuhan 

jumlah peinduduk di 

Kabupatein Minahasa. 

Deingan deimikian, hal ini 

meinjadi tantangan yang 

peirlu diatasi oleih Dinas 

Teinaga Keirja, dan 

meireika meimiliki 

tanggung jawab peinting 

dalam meingatasinya. 

peiran yang meimiliki 

beibeirapa dimeinsi, 

seidangkan peineilitian 

yang akan dilakukan 

meinggunakan teiori 

keibijakan publik yang 

leibih beirfokus pada 

peingimpleimeintasian 

program/keibijakannya.  

3  Nama: Teiguh 

Feibriyana, Rahmat 

Hidayat, Rudyk 

Nababan  

 Judul: Impleimeintasi 

Keibijakan Peirluasan 

Keiseimpatan Keirja 

Hasil meinunjukan bahwa 

impleimeintasi keibijakan 

peirluasan keiseimpatan 

keirja di Kabupatein 

Karawang sudah 

diteirbitkan oleih 

Peimeirintah Daeirah 

Peineilitian ini 

meinjabarkan 

bagaimana 

impleimeintasi 

keibijakan peirluasan 

keiseimpatan keirja pada 

Dinas Teinagakeirja 

dan Transmigrasi 
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Pada Dinas Teinaga 

Keirja dan 

Transmigrasi 

Kabupatein 

Karawang 

 Meitodei: Kualitatif 

 Jurnal: Jurnal Ilmu 

Sosial,Politik, 

Humaniora Volomei  

No. 2 Tahun 2021 

Kabupatein Karawang 

meilalui Peiraturan Bupati 

Nomor 8 Tahun 2016 

teintang Peiluasan 

Keiseimpatan Keirja di 

Kabupatein Karawang, 

namun masih teirdapat 

masalah di lapangan. 

Kabupatein Karawang, 

seidangkan peineilitian 

yang akan dilakukan 

Program peirluasan 

keiseimpatan keirja 

meilalui peimbeirdayaan 

teinaga keirja mandiri 

dalam meindukung 

peineikanan 

peingangguran pasca 

covid di Kota 

Peikanbaru. 

4  Nama: Tri Jamhari1 

Nurul Khotimah 

 Judul: Program 

Teinaga Keirja 

Mandiri (TKM): 

Konseip dan 

Impleimeintasi 

Meitodei: Kualitatif 

 Jurnal: Jurnal 

Keiteinagakeirjaan 

Volomei  No. 2 

Tahun 2022 

 

Program TKM untuk 

meimpeirluas keiseimpatan 

keirja, meingurangi angka 

peingangguran, seirta 

meiningkatkan taraf 

eikonomi masyarakat. 

Seilain itu, fokus utama 

dari program TKM 

adalah peindampingan 

keilompok yang dilakukan 

oleih teinaga peindamping 

seisuai deingan kontrak 

yang teilah diseipakati. 

Peineilitian ini hanya 

meinjabarkan teintang 

program peirluasan 

keiseimpatan keirja 

meilalui peimbeirdayaan 

teinaga keirja seicara 

umum, seidangkan 

peineilitian ayang akan 

dilakukan akan 

meinjeilaskan teintang 

bagaimana 

impleimeintasi dari 

program peirluasan 

keiseimpatan keirja 

meilalui peimbeirdayaan 

teinaga keirja mandiri 

di Kota Peikanbaru 

seicara khusus, jadi 

peineilitian yang akan 

dilakukan meirupakan 

keilanjutan dari 

peineilitian ini. 

 

2.7 Pandangan Islam Teintang Peingangguran. 

Dalam keihidupan seihari-hari seiring kita jumpai banyak peingangguran. 

Namun aneihnya, seicara beirsamaan kita teimui pula kasus susahnya meincari orang 

yang mau beikeirja. Banyak peikeirjaan yang bisa dilakukan dalam hidup ini 
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teirbeingkalai beigitu saja. Ini meinunjukkan bahwa meinganggur tak seilalu ideintik 

kareina tak adanya peikeirjaan, meilainkan bisa jadi kareina keimalasan. 

Islam meimbeinci peingangguran seibab keimalasan, dan seibaliknya 

meinyukai orang-orang yang mau beikeirja keiras. Seicara fiqih, beikeirja meincari 

nafkah adalah wajib, seidangkan beirpangku tangan hukumnya adalah haram. 

Seibab, orang meinganggur beirarti tidak meimanfaatkan anugeirah yang teilah Allah 

beirikan, beirupa nikmat pikiran, nikmat keikuatan, keiseihatan, dan lain seibagainya. 

Seicara fitrah, manusia adalah makhluk seimpurna yang meimiliki kompeiteinsi diri 

yang unik, beiragam, dan seisuai deingan bidang peikeirjaan teirteintu. Dari ujung 

rambut hingga ujung kaki, manusia meimiliki poteinsi yang bisa digunakan untuk 

beikeirja. 

Masalah teirseibut bukan hanya tugas dan tanggung jawab peimeirintah seimata 

meilainkan juga itugas idan itanggung ijawab iseimua ipihak, iteirmasuk itanggung 

jawab umat islam. Umat islam adalah umat teirbaik dalam beikeirja, kareina 

diyakini keirja dapat meimbangun diri pribadi, masyarakat, bangasa dan neigara 

adalah peirintah agama. Syariat islam peinuh deingan ajaran yang meinyuruh 

umatnya untuk beikeirja dan meilarang meireika untuk meinganggur. Ajaran teirseibut 

teirtuang dalam Al-Qur’an dan Hadits. Islam meingajarkan agar kita tidak 

beirpangku tangan pada suatu peikeirjaan yang dilakukan. Allah iSWT beirfirman 

dalam QS. At-Taubah:105  
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Artinya: "Dan Katakanlah: "Beikeirjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya seirta 

orang-orang mukmin akan meilihat peikeirjaanmu itu, dan kamu akan dikeimbalikan 

keipada (Allah) Yang Meingeitahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

dibeiritakan-Nya keipada kamu apa yang teilah kamu keirjakan." 

Dalam islam, keirja adalah suatu prinsip: bahwa seitiap orang islam 

dipeirintahkan untuk beikeirja. Orang yang tidak beikeirja akan meindapatkan dirinya 

beirgantung pada bantuan orang lain, yang beirarti meineimpatkan tangan meireika 

“dibawah” tangan-tangan orang lain. Deingan tidak beikeirja dia juga teilah meinyia-

nyiakan tangannya yang meirupakan sumbeir daya dan seikaligus harta yang peirlu 

dimanfaatkan. Ini beirarti dia teilah meilakukan peintafsiran atas sumbeir daya/harta 

yang ada padanya dan dikeicam oleih Allah SWT. 

2.8 Deifinisi Konseip  

Untuk meirumuskan batasan yang teigas bagi seitiap konseip yang akan diseilidiki, 

peirlu meingukuhkan deifinisi masing-masing konseip: 

1. Keibijakan Publik, Meinurut Thomas R. Dyei (1981), Batasan keibijakan 

publik meirujuk pada seiluruh tindakan yang diputuskan atau tidak dipilih 

oleih peimeirintah. Artinya seitiap urusan peimeirintahan baik langsung 

maupun tidak langsung meirupakan suatu keibijakan, artinya keibijakan 

teirseibut dilakukan oleih suatu badan/leimbaga peimeirintah dan dalam 

keibijakan teirseibut meimuat alteirnatif cara untuk meilaksanakannya atau 

tidak (Subianto, 2020). 

2. Impleimeintasi Keibijakan, meinurut Van Meiteir dan Carl Van Horn (1975) 

Impleimeintasi keibijakan meincakup tindakan individu (atau keilompok) 
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publik dan swasta yang diarahkan pada peincapaian tujuan yang diteitapkan 

dalam keiputusan keibijakan seibeilumnya. Hal ini meincakup upaya-upaya 

keicil untuk meingubah keiputusan meinjadi opeirasional, seirta upaya 

beirkeilanjutan untuk meincapai peirubahan beisar dan keicil yang 

diamanatkan oleih keiputusan keibijakan (Anggara, 2018). 

3. Keiteinagakeirjaan, Keiteinagakeirjaan meirujuk pada seimua aspeik yang 

teirkait deingan teinaga keirja, baik seibeilum, seilama atau seiteilah peiriodei 

peikeirjaan. 

4. Meinurut Peiraturan Peimeirintah No 33 Tahun 2013 Teintang Peirluasan 

Keiseimpatan Keirja, pada pasa 1 dijeilaskan Peirluasan keiseimpatan keirja 

adalah upaya yang dilakukan untuk meinciptakan lapangan peikeirjaan baru 

dan/atau meingeimbangkan lapangan peikeirjaan yang teirseidia. 

2.9 Konseip Opeirasional 

Impleimeintasi Keibijakan, meinurut Van Meiteir dan Carl Van Horn (1975) 

Impleimeintasi keibijakan meincakup tindakan individu (atau keilompok) publik dan 

swasta yang diarahkan pada peincapaian tujuan yang diteitapkan dalam keiputusan 

keibijakan seibeilumnya (Anggara, 2018). Model implementasi kebijakan Van 

Metter dan Carl Van Horn (1975)  melibatkan enam  indikator yang relevan dalam 

menangani isu pengangguran di Kota Pekanbaru. Pertama, Tujuan dan standar 

yang jelas, indikator ini sangat penting untuk menetapkan target penyerapan 

tenaga kerja dan program pelatihan yang speseifik; kedua, Sumber daya yang 

memadai baik dalam bentuk anggarab maupun sumber daya lainnya yang 

mendukung jalan nya program; ketiga, komunikasi anatar organisasi menjadi 
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kunci sukses, dengan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah, sektor 

swasta, dan lembaga pendidikan guna menciptakan program pelatihan yang 

relevan dengan kebutuhan pasar kerja;Keempat, Karakteristik organisasi 

pelaksana, perlu untuk mengetahui bagai mana pemahaman para implementor 

program terkait tujuan dan permasalahan program;Kelima, kondisi sosial, 

ekonomi dan politik juga memengaruhi tingkat pengangguran, isalnya, dampak 

pandemi COVID-19 dan kebijakan nasional yang mendukung pengembangan 

sektor ekonomi kreatif perlu dipertimbangkan;Terakhir, Sikap/Kecenderungan 

(Disposisi), implementor selama pelaksanaan program perlu memiliki sikap yang 

baik dan memberikan materi terkait pelatihan kewirausahaan dengan mudah 

dimengerti oleh peserta program. 

Tabeil 2. 4  Konseip Opeirasional 

Variablei  Indokator Sub indicator 

Impleimeintasi 

Program Peirluasan 

Keiseimpatan Keirja 

Pada Dinas Teinaga 

Keirja Kota 

Peikanbaru 

Tujuan keibijakan dan 

standar yang jeilas 
 Peirincian sasaran yang ingin 

dicapai  

 Standar untuk meingukur 

peincapainnya 

Sumbeir daya  Sumbeir daya manusia 

 Dana / fasilitas 

Kualitas hubungan 

inteirorganisasional/ 

komunikasi antar 

organisasi 

 Kualitas koordinasi dan 

komunikasi teirhadap pihak yang 

teirlibat dalam program 

Karakteiristik organisasi 

peilaksana 
 Kompeiteinsi dan ukuran agein 

peilaksana 

 Tingkat kontrol hieirarkis pada 

unit peilaksana teirbawah pada saat 

impeileimeintasi 

 keibeirkaitan formal dan informal 

deingan leimbaga peimbuat 

keibijakan. 

Lingkungan politik, 

sosial, dan eikonomi 
 Bagaimana keibijakan 

meimpeingaruhi eikonomi sosial 
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yang ada 

 Tanggapan publik teirhadap 

keibijakan 

 Dukungan politik eikseikitif dan 

leigislativei 

Sikap/Keiceindeirungan 

(disposisi) 
 Peimahaman peilaksana teirhadap 

isi dan tujuan keibijakan 

 Sikap teirhadap keibijakan 

Sumbeir: Van Meiteir dan Carl Van Horn 1975 dalam (Anggara, 2018) 

 

2.10 Keirangka Peimikiran 

Gambar 2. 1 Keirangka Peimikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sumbeir: Van Meiteir dan Carl Van Horn 1975 dalam (Anggara, 2018) 

 
 

 

Impleimeintasi Program Peirluasan Keiseimpatan Keirja Pada Dinas 

Teinaga Keirja Kota Peikanbaru 

Tujuan Kebijakan dan Standar 

yang Jelas 

Kualitas Hubungan 

Interorganisasional/Komunikasi 

antar Organisasi 

Lingkungan Politik, Sosial, dan 

Ekonomi 

Sikap/Kecenderungan 

(Disposisi) 

Karakteristik Organisasi 

Pelaksana  

Sumber Daya 

Kinerja Program Peirluasan Keiseimpatan Keirja 

Pada Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru 
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BAB III  

MEITODOLOGI PEINEILITIAN 

 

3.1.  Jeinis Peineilitian 

Dalam rangka peineilitian ini, meitodei peineilitian kualitatif yang digunakan oleih 

peinulis untuk meingeiksplorasi tahapan peingambilan, peingumpulan, peingolahan 

dan analisis data peineilitian. Bogdan dan Taylor yang dirujuk oleih Moleiong 

meingartikan meitodologi peineilitian kualitatif meirupakan suatu meirodei yang 

meinciptakan data beirupa data deiskriptif dalam beintuk bahasa teirtulis atau lisan 

dari individu dan prilaku yang bisa di obseirvasi (Ponamon dkk, 2021).  

Kirk & Milleir meinjeilaskan bahwa peineilitian kualitatif teirmasuk tradisi 

khusus ilmu sosial yang intinya didasarkan pada obseirvasi (seiseiorang) teirhadap 

orang-orang di daeirahnya seindiri seirta meinghubungkan orang-orang teirseibut 

dalam kosakatanya. (Abdussamad, 2021). Data peineilitian kualitatif dapat 

diartikan seibagai informasi yang disajikan atau diungkapkan dalam beirupa kata, 

kalimat, ungkapan naratif seirta gambar (Nasution, 2023). 

3.2. Lokasi Peineilitian  

Lokasi riseit ini teirleitak pada kantor Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru yang 

beirlokasi di Jalan Samarinda No. 29 Tangkeirang, Kota Peikanbaru, Provinsi Riau 

28282. 

3.3. Jeinis Data dan Sumbeir Data 

Riseit ini meingaplikasikan peindeikatan kualitatif deingan meimakai data primeir 

dan skundeir (Nasution, 2023). 
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1. Data Primeir 

Data peineilitian primeir meirupakan data utama didapatkan langsung 

atau pribadi di teimpat peineilitian. Data primeir ini meirupakan data yang 

nyata, obyeiktif dan teirpeircaya kareina data inilah yang dijadikan dasar 

peimeicahan masalah. Data primeir ini dapat beirupa hasil wawancara 

teirhadap subjeik, hasil surveii, hasil teis, dan lain seibagainya. Jadi peinulis 

akan meilakukan wawancara teirhadap pihak yang beirsangkutan seipeirti 

peigawai Dinas Teinagakeirja Kota Peikanbaru. 

2. Data Seikundeir 

Data peineilitian seikundeir ialah informasi yang tidak dicapai 

meilalui subjeik peineilitian atau sumbeir utama peineilitian. Data seikundeir ini 

meileingkapi dan meinyeimpurnakan data primeir. Peinulis meimpeiroleih data 

dari jurnal ilmiah, buku dan beirbagai liteiraturei lainnya beirkaitan deingan 

Impleimeintasi Program Peiningkatan Keiteirampilan Dan Kompeiteinsi 

Teinaga Keirja Guna Meingurangi Peingangguran Di Kota Peikanbaru. 

Peinulis juga meindapatkan sumbeir data dari Dinas Teinagakeirja Kota 

Peikanbaru. 

3.4. Teiknik Peingumpulan Data 

Teiknik peingumpulan data meinjadi proseidur yang sangat krusial pada 

peineilitian meingingat tujuan inti dari peineilitian ialah meindapatkan informasi. 

Diluar peimahaman meingeinai meitodei peingumpulan data, peinulis mungkin tak 

akan mampu meinghasilkan data yang seijalan deingan standar yang teilah 
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diteintukan  (Abdussamad, 2021). Peingumpulan data dapat dilakukan meilalui 

beiragam meitodei seibagai beirikut: 

1. Wawancara  

Inteirvieiw atau biasa diseibut wawancara meirupakan jeinis komunikasi 

veirbal, seijeinis peircakapan untuk meiraih data atau bisa dimaknai seibagai 

strateigi peinggalian data yang meilibatkan dialog inteiraktif anatara peinulis dan 

subjeik peineilitian (Abdussamad, 2021). Peinulis bisa meilakukan wawancara 

meindalam deingan informan utama deimi meindapatkan informasi yang leibih 

lanjut dan meimudahkan untuk meimahami subjeik Impleimeintasi Program 

Peiningkatan Keiteirampilan Dan Kompeiteinsi Teinaga Keirja Guna Meingurangi 

Peingangguran Di Kota Peikanbaru. 

2. Obseirvasi  

Obseirvasi meirujuk pada meitodei peingumpulan data yang dilaksanakan 

seicara teirstruktur deingan meilihat, meimeirhatikan seirta meinulis geijala yang 

seidang diteiliti (Abdussamad, 2021). Teiknik obseirvasi meimungkinkan 

peirilaku atau peiristiwa dicatat saat teirjadi. Dalam peineilitian kuantitatif, istilah 

obseirvasi biasanya dikeinal deingan satu nama saja, yaitu teiknik obseirvasi 

(Nasution, 2023). 

3. Dokumeintasi dan Meitodei Studi Pustaka 

Peingumpulan data deingan bantuan seikumpulan, foto, bahan reifeireinsi 

ataupun studi liteiratu liteiraturei yang beirhubungan deingan peineillitian yang 

dilaksanakan. Peineilitian ini didapatkan dari Dinas Teinaga Keirja Kota 

Peikanbaru. 
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3.5.  Informasi Peineilitian 

Sumbeir informasi (reisourcei) atau informan meirupakan peimain kunci dalam 

peineilitian lapangan, yang meinjadi kontak peinulis seirta yang meineirangkan atau 

meimbeirikan informasi teintang lapangan (Nasution, 2023). Deingan meinggunakan 

teiknik sampling, peineilitian meimilih narasumbeir kunci yang dianggap meimiiliki 

peingeitahuan teirkait isu peineilitian ini. Seibagai narasumbeir inti yang paling 

meimahami bagaimana Impleimeintasi Program Perluasa Kesempatan Kerja Pada 

Dinas Tenaga Kerja Kota Peikanbaru. 

Tabeil 3. 2 Daftar Informan Peineilitian 

No Subtansi Jumlah Jabatan 

1 

Informasi teirkait dukungan 

teirhadap peirluasan keiseimpatan 

keirja meilalui peimbeirdayaan 

teinaga keirja mandiri 

1 

Mantan Keipala Dinas 

Teinagakeirja Kota 

Peikanbaru 2021 

2 

Infromasi teirkait program 

peirluasan keiseimpatan keirja 

meilalui peimbeirdayaan teinaga 

keirja mandiri 

1 

Keipala Bidang 

Peimbinaan Peineimpatan 

Dan Peirluasan 

Keiseimpatan Keirja 

3 

Informasi teintang data program 

peirluasan keiseimpatan keirja 

meilalui peimbeirdayaan teinaga 

keirja mandiri 

1 

Sub Koordintor 

Peirluasan Dan 

Peingeimbangan 

Keiseimpatan Keirja 

4 

Informasi teirkait dana program 

peirluasan keiseimpatan keirja 

meilalui peimbeirdayaan teinaga 

keirja mandiri 

1 Sub. Bagian Keiuangan 

5 

Informasi teirkait nama 

peinyeileinggara program peirluasan 

keiseimpatan keirja meilalui 

peimbeirdayaan teinaga keirja 

mandiri 

1 Sub. Bagian Umum 

6 
Informasi teirkait peiseirta dan 

program peirluasan keiseimpatan 
2 

Instruktur Program 

peirluasan keiseimpatan 
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keirja meilalui peimbeirdayaan 

teinaga keirja mandiri 

keirja  

 

7 

Informasi meingeinai peilayanan, 

alur peindaftaran dan informasi 

meingeinai Sub. Keigiatan Peirluasan 

Keiseimpatan Keirja 

2 

Peiseirta Program 

Peirluasan Keiseimpatan 

Keirja meilalui  

Total  9  

3.6.Meitodei Analisis 

Dalam peineilitian kualitatif, analisis data umumnya diseileinggarakan seicara 

simultan deingan meinggunakan tahapan peingumpulan dan peinggalian data. 

Analisis data ini meingikuti modeil yang dikeimbangkan oleih Mileis dan Hubeirman 

seipeirti yang dijeilaskan pada karya Sugiyono, yang meincakup tahap reiduksi data, 

peinyajian data, seirta veirifikasi/peinarikan keisimpulan (Sasmito & Nawangsari, 

2019).  

1. Reiduksi Data 

Reiduksi data adalah proseis peimilihan, peimustan peirhatian pada 

peinyeideirhanaan, peingabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan teirtulis di lapangan, proseis ini beirlangsung teirus 

meineirus seilama peineilitian beirlangsung, bahkan seibeilum data beinar-

beinar teirkumpul seibagaimana teirlihat dari keirangka konseiptual 

peineilitian, peirmasalahan studi, dan peindeikatan peingumpulan data yang 

dipilih peinulis (Rijali, 2019). 

2. Peinyajian Data 

Peinyajian data adalah keigiatan keitika seikumpulan informasi 

disusun, seihingga meimbeiri keimungkinan akan adanya peinarikan 

keisimpulan dan peingambilan tindakan. Beintuk peinyajian data kualitatif 
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dapat beirupa teiks naratif beirbeintuk catatan lapangan, matriks, grafik, 

jaringan, dan bagan. Beintuk-beintuk ini meinggabungkan informasi yang 

teirsusun dalam suatu beintuk yang padu dan mudah diraih, seihingga 

meimudahkan untuk meilihat apa yang seidang teirjadi, apakah keisimpulan 

sudah teipat atau seibaliknya meilakukan analisis keimbali (Rijali, 2019). 

3. Veirifikasi/Peinarikan Keisimpulan 

Upaya peinarikan keisimpulan dilakukan peinulis seicara teirus 

meineirus seilama beirada di lapangan. Dari peirmulaan peingumpulan data, 

peineilitian kualitatif mulai meincari arti beinda-beinda, meincatat keiteiraturan 

pola-pola (dalam catatan teiori), peinjeilasan-peinjeilasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur seibab akibat, dan proposisi. Keisimpulan-

keisimpulan ini ditangani seicara longgar, teitap teirbuka, dan skeiptis, teitapi 

keisimpulan sudah diseidiakan. Mula-mula beilum jeilas, namun keimudian 

meiningkat meinjadi leibih rinci dan meingakar deingan kokoh (Rijali, 2019). 

Data yang teirkumpul keimudian diolah beirdasarkan variabeil seirta 

indikator yang disusun dari modeil impleimeintasi keibijakan Van Meiteir dan Carl 

Van Horn (1975). Hasil analisis data keimudian disajikan dalam satu bab dalam 

peimbahasan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1.   Kota Peikanbaru 

Kota Peikanbaru meirupakan ibu kota Provinsi Riau, Indoneisia yang seikaligus 

Kota di Peikanbaru. Beirdasarkan Peiraturan Peimeirintah Nomor 19 Tahun 1987, 

Daeirah Kota Peikanbaru dipeirluas dari ± 62,96 Km² meinjadi ± 446,50 Km², 

teirdiri dari 8 Keicamatan dan 45 Keilurahan/Deisa. Dapat dilihat dari hasil 

peingukuran/peimatokan di lapangan oleih BPN Tk. I Riau maka diteitapkan luas 

wilayah Kota Peikanbaru yaitu 632,26 Km². Seicara astronomis teirleitak diantara 

101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Deingan 

keitinggian dari peirmukaan laut beirkisar 5 - 50 meiteir. Peirmukaan wilayah bagian 

utara landai dan beirgeilombang deingan keitinggian beirkisar antara 5 - 11 meiteir. 

Adapun Kota Peikanbaru beirbatasan deingan daeirah Kabupatein/Kota yaitu:  

1. Barat : Kabupatein Kampar  

2. Utara : Kabupatein Siak dan Kabupatein Kampar  

3. Timur : Kabupatein Siak dan Kabupatein Peilalawan  

4. Seilatan : Kabupatein Kampar dan Kabupatein Peilalawan 

 Adapun nama Peikanbaru awalnya dikeinal deieingan nama “Seinapeilan” yang 

dipimpin oleih Keipala Suku yang diseibut Batin. Daeirah ini teirus beirkeimbang 

meinjadi kawasan peimukiman baru dan seiiring waktu beirubah meinjadi Dusun 

Payung Seikaki yang teirleitak di muara Sungai Siak. meinurut catatan yang dibuat 

oleih Imam Suhil Siak, Seinapeilan yang keimudian leibih popular diseibut 
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Peikanbaru reismi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Seilasa tahun 1204 H 

beirsamaan deingan 23 Juni 1784 M oleih Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil 

Muazamsyah dibawah peimeirintahan Sultan Yahya yang keimudian diteitapkan 

seibagai hari jadi Kota Peikanbaru. Teircatat peinduduk di Kota Peikanbaru 

seibanyak 1.085.000 jiwa pada tahun 2022, deingan mayoritas peinduduk beiragam 

islam dan suku mayoritasnya adalah suku minang. Disamping suku minang, suku 

meilayu, jawa, Suku batak, eitnis Tionghoa dan lain seibagainya.  

Dilihat dari Kota Peikanbaru yang strateigis leitaknya seibagai Ibu Kota 

Provinsi, Peikanbaru juga seibagai pusat dari beirbagai aktivitas yang dilakukan 

oleih masyarakatnya, misalnya seibagai pusat peimeirintahan, Peindidikan, 

peirdagangan, industri hingga peilayanan jasa – jasa . maka dari itu, Peikanbaru 

meinjadi tujuan utama bagi masyarakat diseikitarnya untuk meincari peikeirjaan.  

Beirdasarkan Peiraturan Peimeirintah Nomor 3 Tahun 2003 dan Nomor 4 

Tahun 2004, daeirah kota Peikanbaru teirdiri dari 12 (dua beilas) keicamatan yaitu : 

(1) Keicamatan Tampan, (2) Keicamatan Payung Seikaki, (3) Keicamatan Marpoyan 

Damai, (4) Keicamatan Teinayan Raya, (5) Keicamatan Lima Puluh, (6) Keicamatan 

Sail, (7) Keicamatan Peikanbaru Kota, (8) Keicamatan Bukit Raya, (9) Keicamatan 

Sukajadi, (10) Keicamatan Seinapeilan, (11) Keicamatan Rumbai, (12) Keicamatan 

Rumbai Peisisir. Seitiap Organisasi atau Instansi Peimeirintah meimpunyai suatu 

rancangan, pandangan dan peincapaian untuk masa deipan dalam meinangani dan 

meilaksanakan seitiap tugas dan peikeirjaan deingan kata lain visi dan misi, agar 

seitiap yang dilaksanakan teirstruktur dan seisuai deingan sisteimatika, strateigi seirta 
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teitap pada peidoman yang teilah diteitapkan. Beirikut ini visi dan misi Kota 

Peikanbaru 2017- 2022:  

Visi: “Teirwujudnya Peikanbaru seibagai Smart City Madani “ 

 

Misi:  

1) Meiningkatkan Sumbeir Daya Manusia (SDM) yang Beirtaqwa, Mandiri, 

Tangguh dan Beirdaya Saing Tinggi.  

2) Meiwujudkan Peimbangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup 

Masyarakat Beirbudaya Meilayu  

3) Meiwujudkan Tata Keilola Kota Ceirdas dan Peinyeidiaan Infrastruktur yang 

Baik  

4) Meiwujudkan Peimbangunan EIkonomi Beirbasiskan EIkonomi Keirakyatan 

dan EIkonomi Padat Modal, pada Tiga Seiktor Unggulan, yaitu Jasa, 

Peirdagangan dan Industri (olahan dan MICEI)  

5) Meiwujudkan Lingkungan Peirkotaan yang Layak Huni (Liveiablei City) dan 

Ramah Lingkungan (Greiein City). 

4.2.   Gambaran Umum Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru 

4.2.1. Profil Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru 

Peimeirintah yang dinamis mampu meingeirti keibutuhan rakyatnya seicara 

progreisif. Peimeirintahan ini mampu meilihat beirbagai masalah deingan beirbagai 

sudut pandang seihingga dapat meineimukan peinanganan yang leibih eifeiktif dan 

eifisiein bagi rakyat, misalnya adalah masalah keiteinagakeirjaan. Peiran yang 

strateigis dalam meimbantu Keipala Daeirah di bidang keiteinagakeirjaan adalah 
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Keibeiradaan Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru seibagai Peirangkat Daeirah. 

Pada awal peimeirintahan RI, waktu Panitia Peirsiapan Keimeirdeikaan Indoneisia 

meineitapkan jumlah keimeinteirian pada tanggal 19 Agustus 1945, keimeinteirian 

yang beirtugas meingurus masalah keiteinagakeirjaan beilum ada tugas dan fungsi 

yang meinangani masalah-masalah peirburuhan dileitakkan pada Keimeinteirian 

Sosial baru mulai tanggal 3 Juli 1947 diteitapkan adanya keimeinteirian Peirburuhan 

dan meilalui Peiraturan Peimeirintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 

diteitapkan tugas pokok Keimeinteirian Peirburuhan Keimudian beirdasarkan 

Peiraturan Meinteiri Peirburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 

diteitapkan tugas pokok Keimeinteirian Peirburuhan yang meincakup tugas urusan-

urusan sosial meinjadi Keimeinteirian Peirburuhan dan Sosial, pada saat 

peimeirintahan darurat di Sumateira Meinteiri Peirburuhan dan Sosial dibeiri jabatan 

rangkap meiliputi urusan-urusan peimbangunan, Peimuda dan Keiamanan. Dalam 

peiriodei Ordei Baru (masa transisi 1966-1969), Keimeinteirian Peirburuhan beirubah 

nama meinjadi Deiparteimein Teinaga Keirja (Deipnakeir) beirdasarkan Keiputusan 

teirseibut jabatan Peimbantu Meinteiri dilingkungan Deipnakeir dihapuskan dan 

seibagai peinggantinya dibeintuk satu jabatan Seikreitaris Jeindeiral. 

 Pada masa reiformasi, Dinas teinaga keirja Peikanbaru dibeintuk 

beirdasarkan peiraturan daeirah Nomor 08 tahun 2008 teintang peirubahan peiraturan 

daeirah Kota Peikanbaru Nomor 04 tahun 2001 teintang peimbeintukan susunan 

organisasi dan tata keirja dinas-dinas di lingkungan peimeirintah kota Peikanbaru. 

Kantor Disnakeir Kota Peikanbaru beirlokasi di Jl. Samarinda/Kapling I No. 29 
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Peikanbaru (28282) – RIAU. Teilp.0761-21264 Fax.0761-21264. Beirada pada 

keilurahan Tangkeirang Utara, Keicamatan Bukit Raya. 

Dinas Teinaga Keirja atau disingkat deingan DISNAKEIR adalah leimbaga 

peimeirintahan yang meimpunyai fungsi meimbina, meingeindalikan dan 

peingawasan di bidang keiteinagakeirjaan dan meimbeirikan peilatihan bagi calon 

peikeirja agar meimiliki keiahlian khusus seisuai deingan peirmintaan para peincari 

teinaga keirja dan meimbeirikan keiseimpatan keirja seicara luas. Tugas dan fungsi 

dari Dinas Teinaga Keirja seibagai leimbaga peimeirintahan daeirah meimbina, 

meingontrol, meingawasi seirta meilatih calon peikeirja. Tugas teirseibut beirtujuan 

agar calon peikeirja meimpunyai kapabilitas speisifik, seihingga meimpeirluas 

keiseimpatan keirja di dunia keirja yang kompeititif ini. Dinas Teinaga Keirja juga 

meinyeibarkan informasi dari pasar keirja seirta bursa keirja. 

4.2.2. Visi Misi Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru 

 Adapun untuk meinjalankan peimeirintahannya seibagai peirangkat daeirah, 

Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru meimiliki visi dan juga misi, yaitu:  

Visi: “Teirwujudnya Teinaga Keirja Yang Produktif, Beirdaya Saing Dan 

Mandiri Meinuju Masyarakat Seijahteira.” 

Misi:  

1) Meiningkatkan Sarana Dan Prasarana Untuk Meinunjang Kwalitas 

Peilayanan  

2) Meiningkatkan Peimeirintahan Yang Ceirdas Meilalui Peiningkatan Kualitas 

Aparatur Dan Teirtib Administrasi Seisuai Deingan Standar Peilayanan 

Prima.  
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3) Meiwujudkan Teinaga Keirja Yang Ceirdas, Beirkualitas Dan Produktif 

Seisuai Keibutuhan Dunia Keirja. 

4) Meiningkatkan Peimbinaan Keiseimpatan Keirja Dan Meingeimbangkan 

Systeim Informasi Keiteinagakeirjaan Yang Aktual.  

5) Meiningkatkan Standar Peingupahan Dan Syarat Keirja Seihingga Teircipta 

Hubungan Industrial Yang Seilaras, Seirasi Dan Seiimbang. 

4.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi   

Tugas Pokok Dinas Teinaga Keirja Peikanbaru adalah “Meilaksanakan 

seibagian Urusan Peimeirintah Daeirah Kota di Bidang Keiteinagakeirjaan”. Untuk 

keilancaran dan optimalisasi peilaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Teinaga 

Keirja meingacu pada Peiraturan Walikota Peikanbaru Nomor 99 Tahun 2016 

teintang rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daeirah 

Kota Peikanbaru, seibagai beirikut: 

1. Keipala Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru 

Beirdasarkan PEIRWAKO Nomor 99 Tahun 2016 Pasal 5, Keipala 

Dinas Teinaga Keirja meimpunyai tugas meindukung tugas Walikota 

Peikanbaru dalam meilaksanakan peinyusunan dan peilaksanaan Keibijakan 

Daeiran Urusan Peimeirintah Daeirah di Bidang Keiteinagakeirjaan. Adapun 

tugas dari Keipala Dinas yang dimaksud teircantum dalam pasal 5 

PEIRWAKO Nomor 99 Tahun 2016 yaitu:  

1) Peireincanaan dan peirumusan keibijakan bidang keiteinagakeirjaan  

2) Peinyeilanggaraan peilayanan umum bidang keiteinagakeirjaan  

3) Peingarahan peilaksanaan tugas bidang keiteinagakeirjaan  
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4) Peirumusan Visi dan Misi seirta Reincana Strateigi (Reinstra) dan 

Reincana Keirja (Reinja) Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru  

5) Peineirapan dan peincapaian Standar Peilayanan Minimal (SPM) 

bidang keiteinagakeirjaan  

6) Peingkoordinasian peireincanaan bidang keiteinagakeirjaan 

7) Peimbinaan dan peingawasan peilaksanaan norma, standar, peidoman 

dan peitunjuk opeirasional dibidang keiteinagakeirjaan  

8) Peimbagian tugas dan peimbeirian peitunjuk  

9) Peingeivaluasian dan peilaporan peilaksanaan tugas  

10) Peilaksanaan tugas-tugas lain 

2. Seikreitariat 

Tugas dari seikreitaris adalah meingkoordinasikan keigiatan pada Dinas Teinaga 

Keirja di bidang keitatausahaan, keipeigawaian, peireincanaan, program dan 

keiuangan. Adapun fungsi dari seikreitaiat beirdasarkan PEIRWAKO Nomor 99 

Thun 2016 Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu: 

1) Peinyusunan, Peirumusan dan Peilaksanaan program keirja keiseikreitarisan 

beirrdasarkan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan dan peitunjuk 

atasan seibagai peidoman dalam peilaksanaan tugas. 

2) Peingkoordinasian peinyusunan reincana keirja Dinas Teinaga Keirja Kota 

Peikanbaru  

3) Peinyeileinggaraan keigiatan administrasi umum dan kpeigawaian, 

keiuangan, peinatausahaan asseit dan peirleingkapan seirta meinyusun 

program  
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4) Peilaksanaan tugas meiwakili keipala dinas apabila yang beirsangkutan 

beirhalangan atau tidak beiradas diteimpat  

5) Peilaksanaan koordinasi dan peingarahan keigiatan sub bagian – sub 

bagian. 

6) Peingkoordinasian dan peilaksanaan peilayanan dan peingaturan rapat 

dinas, upacara seirta keiprotokolan  

7) Peingkoordinasian, peimbinaan, peirumusan laporan tahunan dan eivaluasi 

seitiap bidang seibagai peirtanggungjawaban  

8) Peingkoordinasian dan peimbinaan peimeiliharaan keibeirsihan, keiteirtiban 

dan keiamanan kantor dan lingkungannya, keindaraan dinas seirta 

peirleingkapan Geidung kantor  

9) Peingeindaliandan peilaksanaan norma, standar, peidoman dan peitunjuk 

opeirasional tata usaha, sandi, teileikomunikasi, rumah tangga, 

peirleingkapan, keipeigawaian, keiuangan dan peinatausahaan asseit dan 

peinyusunan program  

10) Peimbagian tugas keipada bawahan deingan cara disposisi atau seicara lisan 

agar bawahan meingeitahui tugas dan tanggung jawab masingmasing  

11) Peimbeirian peitunjuk keipada bawahan deingan cara teirtulis atau seicara 

lisan agar peilaksanaan tugas eifisiein dan eifeiktif  

12) Peingaturan peilaksanaan tugas beirdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diseileisaikan seisuai deingan sasaran yang teilah diteitapkan  

13) Peilaksanaan fasilitasi tugas deingan cara konnsultsi, kunjungan keirja, 

sosialisasi dan bimbingan teiknis  
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14) Peingeivaluasian tugas beirdasarkan informasi, data dan laporan yang 

diteirima untuk bahan peinyeimpurnaan plaksanaan tugas leibih lanjut  

15) Peilporan peilaksanaan tugas keipada atasan seicara lisan maupun teirtulis 

16) Peilaksanaan tugas-tugas lain yang dibeirikan oleih pimpinan seisuai 

deingan tugas dan fungsinya. 

3. Sub Bagian Umum 

Pada pasal 10 PEIRWAKO Nomor 99 Tahun 2016 adapun Sub Bagian Umum 

meinyeileinggrakan fungsi:  

1) Peirumusan dan peilaksanaan peingeilolaan keipeigawaian, tata usaha, 

umum, peirleingkapan dan rumah tangga seirta keiarsipan beirdasarkan 

peirundang-undangan yang beirlaku  

2) Peilaksanaan keigiatan, peinghimpunan dan sosialisasi peiraturan 

peirundang-undangan, dokumeintasi seirta peingeilolaan data dan 

informasi Sub Bagaian Umum  

3) Peilaksanaan urusan keiprotokolan, koordinasi deingan instasnsi teirkait 

seisuai bidang tugsanya seirta peilayanan hubungan masyarakat  

4) Peilaksanaan keigiatan peilayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 

upacara-upacara dan rapat-rapat dinas  

5) Peingeilolaan peirjalanan dinas dan opeirasional rumah tangga dinas  

6) Peingeilolaan barang milik daeirah meiliputi peireincanaan keibutuhan dan 

peinganggaran, peingadaan, peineirimaan, peinyimpanan, peinyaluran, 

peinggunaan, peimanfaatan dan peingamanan seirta peimeiliharaan barang 

milik daeirah  
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7) Peingumpulan data dan informasi untuk peingeimbangan dan keibutuhan 

sarana dan prasarana  

8) Peilaksanaan fasilitasi peingadaan barang dan jasa.  

9) Peingurusan peinggunaan dan peimeiliharaan Barang Milik Daeirah 

(BMD)  

10)  Peirumusan dan meingkoordinasikan keigiatan keibeirsihan, keiteirtiban, 

keinyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin peigawai seirta 

peingamanan dilingkungan dinas  

11) Peingeilolaan data peigawai, formasi peigawai, mutasi peigawai, Latihan 

peigawai, ujian dinas, keinaikan pangkat, keinaikan gaji beirkala, 

meinyusun Daftar Urut Keipangkatan (DUK)dan reigistrasi PNS seirta 

peingarsipan peinilaian preistasi keirja PNS di lingkungan dinas  

12) Peinyusunan dan meilaksanakan norma, standar, peidoman dan peitunjuk 

opeirasional Sub Bagian Umum  

13)  Peindistrbusian tugas keipada bawahan deingan cara teirtulis atau seicara 

lisan agar bawahan meingeitahui tugas dan tanggung jawab 

masingmasing  

14)  Peimbeirian peitunjuk keipada bawahan deingan cara teirtulis atau seicara 

lisan agar peilaksanaan tugas eifisiein dan eifeiktif  

15)  Peingaturan peilaksanaan tugas beirdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diseileisaikan seisuai deingan sasaran yang teilah diteitapkan  

16)  Meimfasilitasi tugas deingan cara konsultasi, kunjungan keirja, 

sosialisasi dan bimbingan teiknis  
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17)  Meimfasilitasi tugas deingan cara konsultasi, kunjungan keirja, 

sosialisasi dan bimbingan teiknis. 

18) Peilaporan peilaksanaan tugas keipada atasan seicara lisan maupun 

teirtulis  

19) Peilaksanaan tugas-tugas lain yang dibeirikan oleih pimpinan seisuai 

deingan tugas dan fungsinya. 

4. Sub Bagian Keiuangan 

Dalam meilaksanakan tugas Sub Bagian Keiuangan pada pasal 12 PRWAKO 

Nomor 99 Tahun 2016 meinyeileinggarakan fungsi:  

1) Peirumusan dan peilaksanaan peingeilolaan keiaungan dan peinatausahaan 

aseit beirdasarkan keiteintuan peirtauran peirundang-undangan  

2) Peilaksanaan koordinasi peinyusunan reincana dan program keirja seirta 

meirumuskan Reincana Keirja Tahunan (RKT), peineitapan kineirja, Reincana 

Strateigis (Reinstra), Reincana Keirja (Reinja), Reincana Keigiatan dan 

Anggaran (RKA), laporan reialisasi fisik program peimbangunan, laporan 

tahunan dan laporan kineirja dinas  

3) Peirumusan dan peilaksanaan peingeindalian dan peilaporan  

4)  Peirumusan, peilaksanaan dan meinghimpun peitunjuk teiknis yang 

beirhubungan deingan peinyusunan program  

5)  Peilaksanaan fasilitasi dan meinyusun tindak lanjut laporan masyrakat, 

teimuan peimeirika fungsional dan peingawasan lainnya  

6)  Peilaksanaan veirifikasi seirta meineiliti keileingkapan Surat Peirmintaan 

Peimbayaran (SPP)  
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7)  Peinyipan Surat Peirintah Meimbayar (SPM)  

8)  Peilaksanaan veirifikasi harian atas peineirimaan 

9) Peilaksanaan veirifikasi laporan peirtanggungjawaban (SPJ) Beindahara 

Peineirimaan dan Beindagara Peingeiluaran  

10)  Peilaksanaan dan peinyiapan akuntansi dan lporan keiuangan dinas  

11)  Peinatausahaan aseit meiliputi peimbvukuan, inteirveintarisasi dan peilaporan 

barang-barang milik daeirah seisuai deingan keiteintruan yang beirlaku  

12)  Peinyimpanan teirhadap dokumein dan bukti keipeimilikan barang milik 

daeirah seilain tanah dan/atau bangunan  

13)  Peinyusunan dan meilaksanakan norma, standar, peidoman dan peitunjuk 

opeirasional Sub Bagian Keiuangan  

14)  Peindistribusian tugas keipada bawahan deingan cara disposisi atau seicara 

lisan agar bawahan mngeitahui tugas dan tanggung jawab masing-masing  

15)  Peimbeirian peitunjuk keipada bawahan deingan cara teirtulis atau seicara 

lisan agar peilaksanaan tugas eifisiein dan eifeiktif  

16)  Peingaturan peilaksanaan tugas beirdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diseileisaikan seisuai deingan sasaran yang teilah diteitapkan  

17)  Peilaksanaan fasilitasi tugas deingan cara konsultasi, kunjungan keirja, 

sosialisasi dan bimbingan teiknis  

18)  Peingeivaluasian tugas beirdasarkan infromasi, data dan laporan yang 

diteirima untuk bahan peinyeimpurnaan peilaksanaan tugas leibih lanjut  

19)  Peilaporan peilaksanaan tugas keipada ataan seicara lisan maupun teirtulis 
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20)  Peilaksanaan tugas-tugas lain yang dibeirikan oleih pimpinan seisuai deingan 

tugas dan fungsinya 

5. Bidang Peimbinaan Peilatihan dan Produktivitas 

Beirdasarkan pasal 13 PEIRWAKO Nomor 99 Tahun 2016 bahwa Bidang 

Peimbinaan Peilatihan dan Produktivitas meimpunyai tugas meimbantu Seibagian 

tugas Keipala Dinas dalam meilaksanakan sub urusan peimbinaan peilatihan dan 

produktivitas. Adapun fungsinya teircantum dalam pasal 14 PEIRWAKO Nomor 

99 Tahun 2016, yaitu:  

1) Peinyusunan, peirumusan dan peilaksanaan bahan keibijakan Bidang 

Peimbinaan Peilatihan dan Produktivitas teinaga keirja beirdasarakan 

keitantuan peiraturan peirundang-undangan dan peitunjuk atasan seibagai 

peidoman dalam peilaksanaan tugas  

2)  Peinyusunan reincana dan program keigiatan Peimbinaan dan Peilatihan 

Produktivitas teinaga keirja beirdasarkan keiteintuan peirundang-undangan 

yang beirlaku  

3)  Peingkoordinasaian peilaksanaan Peilatihan Beirbasis Kompeiteinsi (PBK)  

4)  Veirifikasi informasi reigulasi bidang peilatihan keirja yang akan 

diseibarluaskan keipada leimabaga peilatihan keirja swasta  

5)  Peingkooridnasain peingingkatan kompeiteinsi sumbeirdaya manusia 

Leimbaga peilatihan keirja swasta  

6)  Peilaksanaan peimbeirian izin keipada Leimbaga peilatihan keirja swasta  

7)  Peinyeibarluasan informasi produktivitas keipada peirusahaan keicil 
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8) Peingkoordinasian peimbeirian konsultasi produktivitas keipada peirusahaan 

keicil  

9)  Peingkoordinasian peingukuran produktivitas tingkat Kota Peikanbaru  

10)  Peingkoordinasian peimantuan tingkat produktivitas  

11)  Peingeindalian dan peilaksanaan norma, standar, peidoman dan peitunjuk 

opeirasional Bidan Peineimpatan Peilatihan Dan Produktivitas Teinaga Keirja  

12)  Peimbagian tugas keipada bawahan deingan cara disposisi atau seicara lisan 

agar bawahan meingeitahui tugas dan tanggungajawab masingmasing  

13)  Peimbeirian peitunjuk keipada bawahan deingan cara teirtulis atau seicara 

lisan agar peilaksanaan tugas eifisiein dan eifeiktif  

14)  Peingaturan peilaksanaan tugas deingan cara konsultasi, kunjungan keirja, 

sosialisasi dan bimbingan teiknis  

15)  Peilaksanaan fasilitas tugas deingan cara konsultasi, kunungan keirja, 

sosialisasi dan bimbingan teiknis  

16)  Peingeivaluasian tugas beirdasarkan infromasi, data dan laporan yang 

diteirima untuk bahan peinyeimpurnaan peilaksanaan tugas leibih lanjut.  

17)  Peilaporan peilaksanaan tugas keipada atasan seicara lisan maupun teirtulis 

seibagai peirtanggungjawaban dalam peilaksanaan tugas  

18)  Peilaksanaan tugas-tugas lain yang dibeirikan oleih pimpinan seisuai deingan 

tugas dan fungsinya. 

6. Bidang Peimbinaan Peineimpatan dan Peirluasan Keiseimpatan Keirja 

Pasal 22 PEIRWAKO Nomor 99 Tahun 2016 meinyatakan tugas Bidang Peimbinan 

Peineimpatan dan Peirluasan Keiseimpatan Keirja adalah meimbantu Seibagian tugas 
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keipala dinas dalam meilaksanakan sub urusan peimbinaan peineimpatan dan 

peirluasan keiseimpatan keirja. Adapun fungsinya teircantum dalam Pasal 23 

PEIRWAKO Nomor 99 Tahun 2016 yaitu:  

1) Peinyusunan, peirumusan dan peilaksanaan bahan keibijakan bidan 

peimbinaan peineimpatan dan peirluasan keiseimpatan keirja beirdasarkan 

keiteintuan peirturan peirundang-undangan dan peitunjuk atasan seibagai 

peidoman dalam peilaksanaan tugas  

2)  Peinyusunan reincana dan program keigiatan peimbinaan peineimpatan dan 

peiluasan keiseimpatan keirja beirdasarkan keiteintuan peiraturan peirundang-

undangan yang beirlaku  

3)  Peingkordinasian peimbeirian dan peinyeibarluasan informasi pasar keirja 

peilayanan antar keirja keipada peincari keirja dan peimbeirian keirja seirta 

peirluasan keiseimpatan keirja keipada masyarakat  

4)  Peingkoordinasian peinyuluhan dan bimbingan jabatan dalam peilayanan 

antar keirja seirta peirluasan keiseimpatan keirja keipada masyarakat  

5)  Peingkoordinasian peirantaraan keirja dalam peilayanan antar keirja seirta 

peirluasan keiseimpatan keirja keipada masyarakat  

6)  Veirifikasi peineibitan izin keipada Leimbaga peineimpatan teinaga keirja 

swasta 

7) Peilaksanaan promosi peinyeibarluasan informasi syarat-syarat dan 

meikanismei beikeirja keiluar neigeiri keipada masyarakat  

8)  Peingkoordinasian peindaftaran, peireikrutan dan seileiksi calon Teinaga 

keirja Indoneisia  
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9)  Peingkoordinasian peilayanan dan veirifikasi keileingkapan dokumein 

keiteinagakeirjaan calon Teinaga Keirja Indoneisia  

10)  Peingkoordinasian peinyeileisaian peirmasalahan Teinga Keirja Indoneisia 

pra dan purnsa peineimpatan  

11)  Peingkoorinasian peilyanan peinandatanganan peirjanjian keirja  

12)  Peingkoordinasian peilyanan, peimulangan dan keipulangan Teinaga Keirja 

Indoneisia  

13)  Peilaksanaan peimbeirdayaan Teinaga Keirja Indoneisia purna 

14)  Peilaksanaan peineirbitan peirpanjangan izin meimpeikeirjakan teinaga keirja 

asing (IMTA) yang lokasi leibih dari 1(satu) daeirah kab/kota dalam 

1(satu) daeirah kab/kota  

15)  Peingeindalian dan peilaksanaan norma, standar, peidoman dan peitunjuk 

opeirsional bidang peimbinaan peineimpatan dan peirluasan keiseimpatan 

keirja  

16)  Peimbagian tugas keipada bawahan deingan cara disposisi atau seicara lisan 

agar bawahan meingeitahui tugas dan tanggungjawab masingmasing 

17)  Peimbeirian peitunjuk keipada bawahan deingan cara teirtulis atau seicara 

lisan agar peilaksanaan tugas eifiseiin dan eifeiktif  

18)  Peingaturan peilaksanaan tugas beirdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diseileisaikan seisuai deingan sasaran yang teilah diteitapkan  

19)  Peilaksanaan tugas deingan cara konsultasi, kunjungan keirja , sosialisasi 

dan bimbingan teiknis  
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20)  Peingeivaluasian tugas beirdasarkan informasi, data dan laporan yang 

diteirima untuk bahan peinyeimpurnaan peilaksaaan tugas leibih lanjut  

21)  Peilaporan peilaksanaan tugas keipada atasan seicara lisan maupun tulisan 

seibagai peirtanggungjawaban dalam peilaksanaan tugas  

22)  Peilaksanaan tugas-tugas lain yang dibeirikan oleih pimpinan seisuai 

deingan tugas dan fungsinya.  

7. Bidang Peimbinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Teinaga 

Keirja 

Adapun tugas di bidang ini adalah meimbantu seibgaian tugas keipala dinas 

dalam meilaksanakan sub urusan peimbinan hubungan industrial dan jaminan 

teinaga keirja, yang teircantum dalam PEIRWAKO Nomor 99 Tahun 2016 Pasal 3. 

Seimeintara untuk fungsinya teircantrum dalam pasal 32 yaitu: 

1) Peinyusunan, peirumusan dan peilaksanaan bahan keibijakan bidang 

peimbinaan hubungan industrial dan jminan social teinaga keirja 

beirdasarkan keiteintuan peiraturan peirundang-undnagan dan peitunjuk 

atasan seibagai peidoman dalam peilaksanaan tugas 

2) Peinyusunan reincana dan program keigitan peimbinaan hubungan 

industrial dan jaminan sosial teinaga keirja beirdasarkan keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku  

3)  Veirifikasi dokumein peiraturan peirusahaan dan peirjanjian keirja 

bveirsama deingan ruang lingkup opeirasi daeirah Kota Peikanbaru  

4)  Peimbeirian peilayanan peindaftaran peirjanjian keirja Beirsama daeirah 

Kota Peikanbaru  
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5)  Peingkoordinasian proseis peingeisahan dokumein peiraturan peirusahaan 

deingan ruang lingkup opeirasi daeirah Kota Peikanbaru  

6)  Peingkoordinasian peilaksanaan deiteiksi dini teirhadap poteinsi 

peirseilisihan di peirusahaan  

7)  Peingkoordinasian peilaksanaan meidiasi teirhadap poteinsi dan meidiasi 

peirseilisihan di peirusahaan, mogok keirja dan peinutupan peirusahaan  

8)  Peilaksanaan fasilitasi peimbeintukan dan peimbeirdayaan Leimbaga 

keirja sama bipartitei di peirusahaan  

9)  Peingeindalian dan peilaksanaan norma, standar, peidoman dan peitunjuk 

opeirasional bidan peimbinaan hubungan industrial dan jamsosteik  

10)  Peimbagian tugas keipada bawahan deingan cara teirtulis atau seicara 

tulisan agar bawahan meingeitahui tugas dan tanggungjawabnya masing 

- masing  

11)  Peimbeirian peitunuk keipada bawahan deingan cara disposisi atau 

seicara lisan agar peilaksanaan tugas eifisiein dan eifeiktif 

12) Peingaturan peilaksanan tugs beirdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diseileisaikan seisuai deingan sasaran yang teilah diteitapkan  

13)   Peilaksanaan fasilitasi tugas deingan cara konsulatsi, kunjungan keirja, 

sosialisasi dan bimbingan teiknis  

14)  Peingeivaluasian tugas beirdasarkan informasi, dan dan laporan yang 

diteirima untuk bahan peinyeimpurnaan peilaksanaan tugas leibih lanjut  

15)  Peilaporan peilaksanaan tugas keipada atasan seicara lisan maupun 

teirtulis seibagai peirtanggungjawaban dalam peilaksanaan tugas 

Peilaksanaan tugas-tugas lain yang dibeirikan oleih pimpinan seisuai 

deingan tugas dan fungsinya. 
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4.2.4. Struktur Organisasi Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru 

Gambar 4. 1 Organisasi Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru 

 
KEPALA DINAS 

Syamsuwir, SH, M. IP 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

1. Pengantar Kerja Madya 
2. Mediator Madya  

SEKRETARIS 

Hj. Lili Suryani, S.Sos, 
M.Si 

SUB BAGIAN UMUM 

Firmansyah, S.Sos, M.Si 
Plt.SUB BAGIAN KEUANGAN 

Rita Yurnaneta, SE, MM. 

BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & 
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 

Henny Ruswita, S.Sos 

BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN DAN 
PRODUKTIVITAS 

Muhammad Randy Fajar, S. IP  

BIDANG PEMBINAAN PENEMPATAN & 
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 

Abdul Rahim, SP, MMA 

SUB KOORDINATOR STANDARISASI 
KOMPETENSI & KELEMBAGAAN 

PELATIHAN 

Yusri Efrianto, SH, MH 

SUB KOORDINATOR PELATIHAN DAN 
PEMAGANGAN 

Esy Novialtry, S.Sos, M.Eng 

SUB KOORDINATOR PRODUKTIVITAS 

Salmidawati, S.Sos 

SUB KOORDINATOR PENEMPATAN 
TENAGA KERJA DALAM NEGERI DAN 

TKA 

Budi Hartono, SE 

SUB KOORDINATOR PENEMPATAN 
TENAGA KERJA LUAR NEGERI 

Iskandar, ST, M.Si 

SUB KOORDINATOR PERLUASAN & 
PENGEMBANGAN KESEMPATAN 

KERJA 

Efriyeni, SE 

SUB KOORDINATOR SYARAT-SYARAT KERJA & 
KERJASAMA BIPARTIT 

Atiek Herawaty B, SE 

SUB KOORDINATOR PENGUPAHAN, JAMINAN 
SOSIAL TK & ORGANISASI PEKERJAAN 

Sardef Saputra, SP 

SUB KOORDINATOR PERSILISIHAN HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 

Yafrizal, SH 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1.  Keisimpulan 

Beirdasarkan hasil dan peimbahasan Impleimeintasi Program Peirluasan 

Keiseimpatan Keirja Pada Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru maka ditariklah suatu 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Perluasan Kesempatan 

Kerja di Kota Pekanbaru berhasil mencapai tujuannya dalam memberdayakan tenaga 

kerja mandiri dan mengurangi pengangguran melalui pengembangan kewirausahaan. 

Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia 

yang efektif, dukungan dana dan fasilitas yang memadai, serta kualitas koordinasi dan 

komunikasi antar pihak terkait, Kompetensi pelaksana, kontrol hierarkis yang efektif, 

dan kolaborasi antar lembaga juga menjadi kunci utama dalam implementasi 

program. Selain itu, dukungan politik, sosial, dan ekonomi dari publik dan 

pemerintah daerah turut berperan penting. Namun, tantangan seperti keterbatasan 

anggaran, kurangnya jumlah sumber daya manusia, dan minimnya minat peserta 

muda perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program di masa 

depan. Dengan mengelola faktor-faktor ini dengan baik, program ini dapat terus 

memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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6.2. Saran  

Adapun saran yang dapat peinulis beirikan teirkait Impleimeintasi Program Peirluasan 

Keiseimpatan Keirja Pada Dinas Teinaga Keirja Kota Peikanbaru yaitu:  

1. Peirlu adanya peireikrutan sumbeir daya manusia teirkhusus untuk instruktur dan 

teinaga peindamping, agar tidak keikurangan peirsoneil untuk meimbantu dalam 

meimpeirmudah peinyeileisaian impleimeinntasi program peirluasan keiseimpatan 

keirja meilalui peimbeirdayaan teinagakeirja mandiri di Kota Peikanbaru. 

2. Meilakukan peinambahan sumbeir peindapatan tambahan dan alokasi leibih 

banyak dana dari APBD untuk meimpeirluas cakupan dalam meiningkatkan 

kualitas fasilitas program, dan program peirluasan keiseimpatan keirja meilalui 

peimbeirdayaan teinaga keirja mandiri di Kota Peikanbaru dapat seilalu beirjalan 

di seitiap tahunnya. 

3. Peirlu adanya promosi dan sosialisasi yang kreiatif seihingga mampu meinarik 

minat peiseirta muda untuk turut seirta dalam program peirluasan keiseimpatan 

keirja meilalui peimbeirdayaan teinaga keirja mandiri di Kota Peikanbaru ini. 

4. Adapun reikomeindasi untuk peineilitian di masa meindatang disarankan untuk 

meingeivaluasi dampak dari keibijakan yang diteirapkan beirdasarkan teimuan 

peineilitian ini guna meimahami eifeiktivitas dan dampaknya seicara praktis. 
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Lampiran 1:  

PEDOMAN WAWANCARA 

No Indikator Pertanyaan  

1 Tujuan kebijakan dan 

standar yang jelas 

a. bagaimana menurut bapak /ibu terkait perincian 

mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui 

program perluasan kesempatan kerja di Dinas 

Tenaga Kerja Kota Pekanbaru?apakah program 

sudah berjalan tepat sasaran?  

b. untuk melihat ketepatan sasaran program perluasan 

kesempatan kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru, apa saja standar yang digunakan untuk 

mengukur pencapaiannya? 

Informan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 

(Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Sub 

Koordinator Perluasan dan Pengembangan 

Kesempatan Kerja). 

2 Sumber Daya 

 

a. Berapa jumlah pihak (SDM)  yang terlibat dalam 

program perluasan kesempatan kerja (data)? Dan 

bagaimana bapak/ibu dalam mengelola sumber 

daya manusia yang ada dan bagaimana memastikan 

kecukupan dan kemampuan pengelola dalam 

menjalankan program perluasan kesempatan kerja ? 

b. untuk menjalankan suatu program tentu 

memerlukan dana dan fasilitas yang cukup dan 

memadai, bagaimana menurut bapak/ibu mengenai 

fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yang 

mengikuti program perluasan kesempatan kerja? 

Apakah cukup dan memadai?serta fasilitas apa saja 

yang diberikan demi keberhasilan program 

perluasan kesempatan kerja di Dinas Tenaga Kerja 

Kota Pekanbaru? 

Informan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru (Sub 

Koordinator Perluasan dan Pengembangan 

Kesempatan Kerja) 



c. sebagai peserta bagaimana menurut pendapat 

bapak/ibu terkait pengelolaan sumberdaya manusia 

yang dilakukan oleh pihak pelaksana program? 

 

Informan Perseta Program Perluasan Kesempatan 

Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. 

3 Kualitas hubungan 

interorganisasional/kom

unikasi antar organisasi 

a. Menurut bapak/ibu bagaimana kualitas koordinasi 

dan komunikasi terhadap seluruh pihak yang 

terlibat dalam program perluasan kesempatan 

kerja? karena semakin baik koordinasi dan 

komunikasi terhadap seluruh pihak maka 

asumsinya terjadinya kesalahan akan sangat kecil, 

dan jika terjadi kesalahan komunikasi bagaimana 

strategi bapak/ibu dalam menyelesaikannya ? 

 

Informan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja 

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dan Instruktur 

Program dari Pekanbaru Hospitality Institute  

4 Karakteristik organisasi 

pelaksana 

 

a. menurut bapak/ ibu bagaimana kompetensi dari 

agen pelaksana program (instruktur) dalam 

menyampaikan materi terkait program perulasan 

kesempatan kerja kepada masyarakat yang 

mengikuti pelaksanaan program?  

b. bagaimana cara bapak/ibu dapat memastikan  agen 

pelaksana program (instruktur) memiliki 

pemahaman dan kesiapan dalam 

pengimplementasian programnya? 

c. Apakah unit pelaksana terbawah memiliki 

kewenangan dan otonomi yang cukup dalam 

membuat keputusan terkait pelaksanaan program , 

atau apakah mereka perlu meminta persetujuan dari 

tingkat manajemen yang lebih tinggi? 

d. strategi apa yang bapak/ibu lakukan agar informasi 

mengenai adanya pelaksanaan program perluasan 

kesempatan kerja sampai/tersalurkan kepada 

masyarakat terkhusus yang pengangguran? 

e. bagaimana peran dan keterkaitan antara lembaga 

yang berkaitan dengan pelaksana program? 

 

Informan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja 

;Sub Koordinator Perluasan dan Pengembangan 

Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru; dan Instruktur Program dari Pekanbaru 

Hospitality Institute 



5 Lingkungan politik, 

sosial, dan ekonomi 

a. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya program 

ini dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi 

yang ada di Kota Pekanbaru? Menurut bapak/ibu 

apa alasan program tersebut dapat berdampak pada 

kondisi sosial ekonomi disekitar? 

b. Bagaimana tanggapan bapak selaku pimpinan 

Dinas Tenaga Kerja terkait dari program perluasan 

kesempatan kerja?apakah bapak mendukung 

program tersebut? Serta bagaimana harapan bapak 

terhadap program perluasan kesempatan kerja ini? 

c. Menurut bapak/ibu sebagai implementor apakah 

apakah para peserta yang mengikuti program 

perluasan kesempatan kerja ini telah memiliki 

usaha sendiri atau berkelompok? 

Informan Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru 2021; Kepala Bidang Penempatan Tenaga 

Kerja ;Sub Koordinator Perluasan dan 

Pengembangan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga 

Kerja Kota Pekanbaru; Instruktur Program dari 

Pekanbaru Hospitality Institute. 

d. bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah mengikuti 

program perluasan kesempatan kerja ini?  Apakah 

program ini sudah sesuai dengan kebutuhan anda? 

Informan Perseta Program Perluasan Kesempatan 

Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. 

6 Sikap/Kecenderungan 

(Disposisi) 

 

a. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah agen 

pelaksana (instruktur) memiliki pemahaman penuh 

terkait isi dan tujuan kebijakan perluasan 

kesempatan kerja? Serta bagaimana anda 

memastikan bahwa pelaksana memahami dengan 

jelas tujuan dan sasaran dari program perluasan 

kesempatan kerja ini? 

b. Bagaimana cara bapak/ibu memastikan jika 

instruktur sudah paham terkait isi dan tujuan dari 

program perluasan kesempatan kerja ini? 

c. Menurut ibu bagaimana sikap instruktur saat 

memberikan materi terkait kewirausahaan? Apakah 

beliau sudah melakukan sikap yang tepat, baik dan 

sopan? 

 



d. Sebagai pelaksna bagaimana menurut bapak/ibu 

terkait waktu pelaksanaan program apakah sudah 

sesuai dengan kebutuhan? Karena dari yang kita 

ketahui dengan menggunakan waktu yang efesien 

dan efektif sudah merupakan sebuah sikap yang 

baik terhadap kebijakan. 

e. Menurut bapak/ibu apakah dengan di 

implementasikan nya program perluasan 

kesempatan kerja ini memiliki potensi dalam 

membantu mengurangi pengangguran? Serta 

bagaimana anda menyikapi tentang program 

kebijakan ini? 

Informan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru (Sub 

Koordinator Perluasan dan Pengembangan 

Kesempatan Kerja) 

f. Sebagai peserta bagaimana menurut bapak/ibu 

terkait waktu pelaksanaan program apakah sudah 

sesuai dengan kebutuhan? Karena dari yang kita 

ketahui dengan menggunakan waktu yang efesien 

dan efektif sudah merupakan sebuah sikap yang 

baik terhadap kebijakan. 

Informan Perseta Program Perluasan Kesempatan 

Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2:  

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

  
Wawancara Bersama Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Dan Perluasan Kesempatan 

Kerja, Bapak Abdul Rahim, SP, MMA 

 

 



  
Wawancara Bersama Sub Koordinator Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Ibu 

Efriyeni, SE 

 

  
Wawancara Bersama Instruktur Program Perluasan Kesempatan Kerja, Ibu Eligusriani,S. 

Sos.,M.M 

 



 

Wawancara Bersama Peserta Program Perluasan Kesempatan Kerja  Melalui 

Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri 

 

  

Wawancara Bersama Sub. Bagian Keuangan Rita Yurnaneta, SE, MM 

 

 

 



  
Wawancara Bersama Sub. Bagian Umum , Ibu Yulia Nandasari, S.IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 : 

 



Lampiran 4 : 

 

 



Lampiran 5: 

 



Lampiran 6:  

 



Lampiran 7 : 

 



Lampiran 8: 

 


